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‘ PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT JASA MARGA
(INDONESIA HIGHWAY CORPORATAMA) Thk.

disingkat PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk

~Nomor : 98.-

-Jam 10.00 (sepuluh) Waktu Indonesia Barat.
-Pada hari ini, Jumat, tanggal 28-04-2017 (dua puluh delapan April tahun dua ribu tujuh---—--
belas).

-Hadir dihadapan saya, Insinyur NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, -

Sarjana Hukurﬁ Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah L

Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. S —

Indonesia, Direktur Utama dari perseroan yang akan disebut di bawah ini, bertempat---

Lo s
tinggal di Jakarta Barat, Jalan H. Rausin nomor : 45, Rukun Tetangga 002, Rukun-—-

Warga 008 Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan nomor : 3173056912620001 yang masa--—--

Ma akan berakhir pada tanggal 29-12-2017 (dua puluh sembilan Desember --—--

tahun dua ribu tujuh belas).

-Menurut;keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, ----

dengan demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan atas—-—---—-—-
| nama serta sah mewakili PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT JASA—-—-
MARGAi(INDONESIA HIGHWAY CORPORATAMA) Tbk. disingkat PT JASA---
MARGA%(PERSERO) Tbk, berkedudukan di Jakarta Timur, yang anggaran dasarnya--
telah diubah seluruhnya dalam rangka pemasyarakatan saham dan telah diumumkan--
dalam Bejrita Negara Republik Indonesia fertanggal 30-10-2007 (tiga puluh Oktober ---
tahun dua ribu tujuh) nomor: 87, Tambahan nomor: 10676 dan telah diubah lagi ——

seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 (dua --

ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas dan telah diumumkan dalam Berita Negara--—--




| Republik Hldonesia tertanggal 12-12-2008 (dua belas Desember tahun dua ribu - —

‘ delapan) nt}mor: 100, Tambahan nomor: 27404; —_—

‘Anggaran dasar mana terakhir diubah dengan :

- akta t{artanggal 26-03-2015 (dua puluh enam Maret tahun dua ribu lima belas)-—-.
nomof 61, dibuat dihadapan saya, Notaris, perubahan mana telah diterima-—-—-——-

pembéritahuannya oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik --

Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan tertanggal-
27-03-2015 (dua puluh tujuh Maret tahun dua ribu lima belas) nomor ———---e—-.
AHU-AH.01.03-0019825 dan telah diumumkan dalam Tambahan nomor: 1160 L

dari Berita Negara Republik Indonesia tanggal 27-11-2015 (dua puluh tujuh--—--

November tahun dua ribu lima belas).
- tertanégal 20-12-2016 (dua puluh Desember tahun dua ribu enam belas) nomor---
39, diBuat dihadapan saya, Notaris, perubahan mana telah diterima-————--—-—
pemberitahuannya oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik - *
Indonjesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan tertanggal;

et

21-11-2016 (dua puluh satu November tahun duaribu enam belas) nomor-—-----—--

AHU-AH.01.03-0110503.~
-Susunan Dewan Komisaris dan Direksi pefseroan terakhir sebagairﬁéna dimuat dalam
akta tenanggal 23-03-2017 (dua puluh tiga Maret tahun dua ribu tujuh belas) nomor: --
37, dibuat ic.lihadapan saya, Notaris.. Akta‘mana telah diterima proses pemberitahuan
perubahan jdata oleh Kementerian Hukum Hak Asas Manusia Republik Indonesia

dengan suratnya tertanggal 24-03-2017 (dua puluh empat Maret tahun dua ribu tujuh

belas) nomor: AHU-AH.01.03-0121417-

(untuk selénjumya disebut "Perseroan").
-Penghadap beﬁjindak sebagaimana tersebut, menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini :--
bahwa pada hari Rabu, tanggal 15-03-2017 (lima belas Maret tahun dua ribu tujuh belas),-—
bertempat di Rufang Mawar Lantai 2 Gedung Balai Kartini, Jalan Jenderal Gatot Subroto —

Kav 37 Jakarta Selatan, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan-

(selanjutnya disebut "Rapat").

-bahwa Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal —




15-03-2017 (lima belas Maret tahun dua ribu tujuh belas) nomor : 20.

-Bahwa dalam Rapat tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili oleh Pemegang Saham Seri A
Dwiwarna dan jpara Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Seri B yang bersama--—-
sama berjumlaljl 5.995.508.452 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima —
ratus delapan rijbu empat ratus lima dua) saharﬁ atau mewakili 82,607 % (delapan puluh dua
koma enam nolj tujuh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang -—-
telah dikeluarkjan oleh Perseroan yaitu berjuml;ih 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dan ---—-
7.257.871.199 (tujuh miliar, dua ratus lima puluh tujuh juta, delapan ratus tujuh puluh satu -
ribu, seratus seinbilan puluh sembilan) saham Seri B, dengan memperhatikan Daftar -------
Pemegang Saham Perseroan per tanggal 20-02-2017 (dua puluh Februari tahun dua ribu--—-
tujuh belas) sampal dengan pukul 16.15 WIB (enam belas lewat lima belas Waktu ~2----eemeen
Indonesia Barat) dan dengan memperhatikan pemilik Saldo rekening efe!c di‘Penitipan -—--—
Kolektif PT Kt;stodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham tanggal -
20-02-2017 (dﬁa puluh Februari tahun dua ribu tujuh belas). Dengan demikian Rapat telah--
memenuhi kuo}um Rapat. Oleh karena ketentuan mengenai kuorum telah terpenuhi, maka -
Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat para Z.

Pemegang SaHam Perseroan untuk Mata Acara Rapat.

-bahwa Rapat 1te:rsebut diantaranya untuk menyetujui :

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
-Penghadap telah diberi wewenang dan kuasa dengan hak subtitusi untuk menyatakan-—-—--
dalam akta Notans tersendiri mengenai keputusan dalam mata acara Rapat tersebut dati—
melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda Rapat-----
tersebut sesuai peraturan perundangan yang berlaku, termasuk untuk mendaftarkan/ ---—--—

memberitahukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan-—--

kepada instansi yang berwenang.
-Maka berdasakan kekuatan kuasa yang diberikan oleh Rapat tersebut, penghadap dengan---

ini menyatakah bahwa dalam Rapat Perseroan tersebut telah memutuskan antara lain --—-—--

dengan suara terbanyak menyetujui :
I. Menyetujui perubahan dan/atau penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran -—---

Dasar Perseroan dalam rangka penyeragaman Anggaran Dasar Badan Usaha Milik -----




Negara Ten%buka dan pemenuhan tata kelola di bidang peraturan Pasar Modal. ~--—----
2. Memberik;m wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk membuat akta --—-—
pemyataad keputusan Rapat tersendiri dalam rangka perubahan Anggaran Dasar ini—-
serta melalj{ukan segala tindakan yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan atas -
perubahan'Anggaran Dasar ini, termasuk melakukan perubahan berkaitan dengan -—---

keputusan Rapat mengenai perubahan Anggaran Dasar tersebut sesuai dengan-—---——

peraturan perundangan yang berlaku.

Dengan demikian anggaran dasar Perseroan menjadi sebagai berikut :

Nama dan Tempat Kedudukan

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama “PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) -
PT JASA MARGA (INDONESIA HIGHWAY CORPORATAMA) Tok. Disingkat-
PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk “(selanjutnya dalam anggaran dasar cukup-—--—

disingkat dengan “Perseroan”), berkedudukan dan berkantor pusat di J akarta Timur.

: A .
maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh~------ -,

Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Jangka Waktu Berdirinya Perseroan

Pasal 2

Perseroan didifikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas dan dimulai pada tanggal
22-02-1982 (dﬁa puluh dua Februari seribu sembilan ratus delapan puluh dua).

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah turut serta melaksanakan dan menunjang ---
kebij aksénaan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan --
nasional pada umumnya, khususnya pembangunan di bidang Pengusahaan —----

Jalan Tol dengan sarana penunjangnya dengan menerapkan prinsip-prinsip------

perseroan terbatas.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan yang dimaksud ayat 1 pasal ini Perseroan--

dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -




a. Melakukan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan/atau--

pemeliharaan jalan tol. :
b. Mengusahakan lahan di ruang milik ja1:an tol (Rumijatol) dan lahan yang -----------
berbatasan dengan Rumijatol untuk tempat istirahat dan pelayanan, berikut -——-—

dengém fasilitas-fasilitas dan usaha lainnya.

_Selain kegiatan usaha utama Perseroan tersebut ayat 2 pasal ini, Perseroan dapat --—-——
menjalankan kegiatan usaha penunjang, dengan memperhatikan Peraturan---—-------------
Perundangan, meliputi:

a. Bidang pengembangan properti di wilayah yang berdekatan dengan koridor jalan-
tol. ‘

b. Bidang pengembangan jasa untuk usaha-usaha yang terkait dengan moda —-------
moda/sarana transportasi, pendistribusian material ;air/padat/gas, jaringan sarana
informasi, teknologi dan komunikasi, terkait dengan koridor jalan tol. -—---------—--

¢. Bidang jasa dan perdagangan untuk layanan konstruksi pemeliharaan dan ---—-—-- A
pengoperasian jalan tol. :

Modal _ £
‘ Pasal 4 :
1. Modal Dasar Perseroan ini sebesar Rp. 9.520-.000.000.000,00 (sembilan triliun —---e---
lima ratus dua puluh miliar rupiah) yang terbagi atas: -

a. 1 (satu) Saham seri A Dwiwarna, dan

b.  19.039.999.999 (sembilan belas miliar tiga puluh sembilan juta sembilan —-z——"
ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluin sembilan)--~--
Saham Seri B,

masing-masing Saham dengan nilai nominal Rp.500,00 (lima ratus rupiah). ----—-----—-

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian serta disetor -—---—--—-

dengan uang tunai sebanyak Rp. 3.628.935.600.000,00 (tiga triliun enam ratus dua-—
puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) --—----
sebanyak 38% (tiga puluh delapan persen) atau sejumlah 7.257.871.200 (tujuh -----—---

miliar dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus) —

lembar Saham dengan nilai nominal seluruhnya yang terdiri dari:




a. 1 (satﬂl) Saham seri A Dwiwarna dengan nilai nominal seluruhnya-——— _—
|

Rp.Sd0,00 (lima ratus rupiah)

‘ b. 7.257;871.199 (tujuh miliar dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus
tujub puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan) Saham seri B, —-—————

dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 3.628.935.599.500,00 (tiga -~

triliuﬁ enam ratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh lima

juta li}na ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

3. 100% (serjatus persen) dari nilai nominal setiap Saham yang ditempatkan -———— ——
tersebut digatas, atau seluruhnya berjumlah Rp. 3.628.935.600.000,00 (tiga triliunn--;-~
enam ratusj dua puiuh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta enam -------—-
ratus ribu 1§'upiah) telah diambil bagian dan disetor penuh oleh masing-masing ~———-

Pemegang§ Saham Perseroan.

' 4. Dengan tetap memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku termasuk ————
peraturan d1 bidang Pasar Modal, penyetoran atas Saham dapat d:lakukan dalam —-——-,

bentuk uang atau dalam bentuk lain.

1 5. Penyetoran atas' Saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda-------------:

berwujud | maupun tidak berwujud wajib memenulu ketentuan sebagal berikut: -—--------

a. Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan -———-—-

kepa;da publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham —-----—-—--

(selajnj utnya disebut “RUPS”) mengenai penyetoran tersebut;

‘ b. Ben&a yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang ——- -
! ‘ ;
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijaminkan dengan cara—---—-—-—-

apapun juga;

C. Merﬁperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam —--—

Pasajl 25 ayat 1;
. d. Dalzjlm hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam -——- —
bentuk Saham perseroan terbatas yang melakukan Penawaran Umum atau --—-—

perﬁsahaan publik yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus --------—-—--

diteiapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan -

e. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio Saham, laba -————




bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio ---~--—s----
Saha:m, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut—----
sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah -—-——-—---

dipeﬁksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan -—---—-- -

pen@apat wajar tanpa pengecualian.
Saham yéng masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut -«-m-u-----
keperluaxi modal perseroan pada waktu dan dengan cara dan harga serta-—-—--——--—--
persyaratém yang ditetapkan oleh Rapat Dircksi dengan persetujuan RUPS~—-—mmmmre-
dengan mpngindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan --—---—--—-—--
Peratural{ Perundangan serta ketentuan yang berlaku dibidang Pasar Modal di -—-—---—--

Indone31a asal saja pengeluaran itu tidak dengan harga dibawah pari.

Setiap pena.mbahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekultas (Efek ---------- -
Bersifat Ekuitas adalah Efek yang dapat ditukar dengan Saham atau Efek yang —~—---—-
mengandung Hak untuk memperoleh Saham dari Perseroan selaku penerblt) —————

[ 2

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang A
dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan --wm-n-m—-
merﬁberikan Hak Memesa_n Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut--——--——--
“HMETD”) kepada Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam daftar-—---
Pen%negang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang--———-—--
meljlyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah N (AR
sebjanding dengan jumlah Saham yang telah terdaftar dalam daftar il
Perhegang Saham Perseroan atas nama Pemegang Saham masing-masing ———--
pa(ia tanggal tersebut, dan Persefoan wajib mengumumkan informasi——-——-----

reﬂcana penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada ————-----—-

Peljnegang Saham dimaksud dengan memperhatikan ketentuan di bidang ~~------—-

Pasar Modal.
b. Tanpa mengurangi keberlakuan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar ----—--—--

Médal pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD ——--——-----

kepada Pemegang Saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran Saham: -—-—-



b. 1. Ditujukan kepada pegawai Perseroan;

b. 2. Ditujukan kepada pemegang obl:igasi atau Efek lain yang dapat-~————-
dikonversi menjadi Saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan —--—--

RUPS;

' b. 3. Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang --—-—----

telah disetujui oleh RUPS; dan/atau

i b. 4. Ditujukan khusus kepada Negara Republik Indonesia selaku Pemegang -

Saham Seri A Dwiwarna.

HMETD dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu -eseemmemem-

sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perundangan serta ketentuan yang —-—---

berlaku di bidang Pasar Modal.
Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak-—---—-—-—-
diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua -------—-------
Pemegang Saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ---—---—
ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan mélebihi ----------
jumiah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas ---—~-—--
yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah-—-——
HMETD yang dilaksanakan oleh mas‘ing-masing Peme;ang Saham yang-----------

meimesan tambahan Efek bersifat ekuitas.

Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil -——-—-—--
bagian oleh Pemegang Saﬁm sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf d-——--
pasal ini, maka dalam hal térdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas --——--——
tersebut wajib dialokasikan kepa&_a Pihak tertentu yang bertindak sebagai ~--——--

pembeli siaga dengan harga dan syai'at-syarat yang sama.

Pelaksanaan pengeluaran Saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang--—-
dapat ditukar dengan Saham atau Efek yang mengandung hak untuk--———-——-
memperoleh Saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS —-—---—---—
Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut. ------—-—-
Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, ———=

dan Saham yang diterbitkan mempunyai Hak yang sama dengan Saham --—-—-—--




yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, -~-—-—--

dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus

pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia.

8. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan--------r-r—-——

keputusan RUPS.

Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui ——

oleh Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, dengan ketentuan:

a. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan -——-—----—

modal disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal-——--

dasar, dapat dilakukan sepanjang:
a.l. Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar; ---——--
a.2.  Telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak PN

Manusia;

a.3. Penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling--—-——

- sedikit 25 % (dua puluh lima persen) wajib dilakukan dalam jangka ---~--—--

waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri S

Hukum dan Hak Azazi Manusia;

a.4. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam -

| ayat 8 huruf a.3 pasal ini tidak ter;Jenuhi sepenuhnya, maka Perseroan ---—--
harus mengubah kembali Ang.garan Dasarnya, sehingga modal dasar—-----—---

dan modal disetor memenuhi ketentuan Undang Undang Petrseroan ———

| Terbatas (Selanjumya discbut “UUPT), dalam jangka wakiu 2 (dua)—-i'---l-'"‘

bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 huruf a.3 pasal ini tidak --—---—-—--

'| terpenuhi;
. a.5. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ziyat 8 huruf a.1 pasal ——--

ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar-—————---

sebagaimana dimaksud dalam huruf ayat 8 huruf b pasal ini. ~——-———v--mv
l b. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi -
efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya ———--

moda! disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari ———--—




o

mod?l dasar dan mempunyai Hak yang sama dengan Saham lainnya yang—-——
diterbitkan oleh Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam--—---—-——. -
Anggaran Dasar ini, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk —-—-—--

mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan-——

Hak?Azazi Manusia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut. --—-—-—-
Setiap peﬁambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat —--—----— -
menyimpang dari ketentuan tersebut di atas, apabila Peraturan Perundangan, —-—---—-

khususnyh Peraturan Perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa -------e--

Efek di témpat dimana Saham Perseroan dicatatkan menentukan lain.
RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal ini harus dihadiri oleh Pemegang ------m------

Saham Séri A Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh------m-cm-----

Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Saham

|3.
l4.

Pasal 5

*

Saham Pbrseroan adalah Saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya ------

. »

yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang terdiri dari :

a.  Saham Seri A Dwiwarna khusus hanya dapat dimiliki Negara Republik--—-:;l'-'——

Indbnesia; dan

b. Saham Seri B dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan/atau —--—----—--

l nasyarakat.
Dalam Anggaran Dasar yang dimaksud dengan "Saham" ialah Saham Seri A —----——-
Dwiwa.rha, dan Saham Seri B, yang dintaksud dengan "Pemegang Saham" ialah -—-—-—

Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham Seri B, kecuali-—-——--———-

apabila Hengan tegas dinyatakan lain.

Persero@n hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pihak yang--———--

berwenémg menjalankan Hak yang diberikan oleh hukum atas Saham. ———--—-———-
a. Sepanjang dalam Anggaran Dasar tidak ditetapkan lain, maka Pemegang -——-
Saham Seri A Dwiwarna, Pemegang Saham Seri B mempunyai hak yang----——-——

sama dan setiap 1 (satu) Saham memberikan 1 (satu) hak suara.

. b. Menurut Anggaran Dasar ini, Saham Seri A Dwiwarna adalah Saham yang -———-
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c. Hak istimewa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna adalah :

c.1.8.

c.1.9.

c.l.1.
c.1.2.

c.1.3.

c.l.4.

c.1.6.

c.l.7.

* Persetujuan penggunaan laba;

Komisaris;

¢.3. Hak untuk mengusulkan mata acara RUPS;

dimiliki khusus oleh Negara Republik Indonesia yang memberikan kepada -———--

pemegangnya Hak istimewa sebagai Pemegang Saham Seri A Dwiwamna. -----—--

c.l Hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai hal-hal sebagai berikut : ----—

Persetujuan perubahan Anggaran Dasar;

Persetujuan perubahan permodalan;

Persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi —-

dan Dewan Komisaris;
Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan, ---

pemisahan, dan pembubaran;

Persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris; -—

Persetujuan pemindahtanganan aset yang berdasarkan Anggaran -

Dasar perlu persetujuan RUPS;
Persetujuan mengenai penyertaan dan pengurangan prosentase -
[

penyertaan modal pada perusahaan lain yang berdasarkan-------——

Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS; ‘ =

Persefujuan mengenai investasi dan pembiayaan jangka panjang -~

yang tidak bersifat operasional yang berdasarkan Anggaran Dasar

perlu persetujuan RUPS.

¢.2. Hak untuk mengusulkan calon anggota Direksi dan calon aiiggotﬁ Dewan-—-

c.4. Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen Perseroan, dengan ---

mekanisme penggunaan hak dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam--------

Anggaran Dasar dan Peraturan Perundangan.

l d.  Kecuali Hak istimewa sebagaimana tersebut dalam ayat 4 huruf ¢ pasal ini dan -—-

dalam bagian-bagian lain Anggaran Dasar ini, Pemegang Saham Seri B—————----

mempunyai Hak yang sama, dengan memperhatikan Pasal 25.

e. Saham Seri B adalah Saham biasa atas nama yang dapat dimiliki oleh negara—----
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\ Republik Indonesia dan/atau masyarakat.
Jikalau suatu Saham pindah tangan karena warisan atau didasarkan sebab-sebab lain -
menjadi milik dari lebih 1 (satu) orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama —
tersebut diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka dan yang ditunjuk itulah
yang dicatat sebagai wakil mereka bersama dalam Daftar Pemegang Saham, yang -—-
berhak untuk mempergunakan Hak yang diberikan oleh hukum kepada Saham —-——-

tersebut.

Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada
Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan memperlakukan —--------
Pemegang Saham yang namanya terdaﬁhr dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan --
sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas Saham (Saham) telsebut.—-———f--—-:-;-l
Setiap Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar --—-----
Perseroan iﬁi dan semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta--—--—-

Peraturan Perundangan. ' -

Terhadap seluruh Saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku Peraturan ---

Perundangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di tempat dimana-—----

Saham-Saham Persercan dicatatkan.

Surat Sahalﬁ

Pasal 6

1.

B

Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut:

l a.  Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada—*-i-¥--

Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan --—
bukti pemilikan Saham berupa surat Saham atau surat kolektif Saham kepada -—--

Pemegang Sahamnya.

l b. Dalam hal Saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga -~——-——

‘Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat-—

atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai

tanda bukti pencatatan dalam buku daftar Pemegang Saham Perseroan. —-—-——"
Perseroan mengeluarkan svrat Saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam—-——

Daftar Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan Peraturan Perundangan di bidang---
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Pasar Modal dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat dimana Saham-—--—-

Perseroan dicatatkan.
Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif Saham yang membuktikan ——-—-— -
pemilikan dari 2 (dua) Saham atau lebih Saham yang dimiliki oleh seorang Pemegang -

Saham.

Pada surat Saham sekurang-kurangmya harus dicantumkan:

a. Nama dan alamat Pemegang Saham;

b. Nomor surat Saham,;

¢. Tanggal pengeluaran surat Saham;

d. Nilai nominal Saham.

Pada surat kolektif Saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:

a. Nama dan alamat Pemegang Saham;

b. Nomor surat kolektif Saham;

c. Tanggal pengeluaran surat kolektif Saham;

d. . Nilai nominal Saham dan nilai kolektif Saham;

e. Jumlah Saham dan nomor surat Saham yang bersangkutan. ' £ .

g

Setiap surat Saham dan/atau surat kolektif Saham dan/atau obligasi imnversi dan/atau -
waran dan/atau efek lain ya;lg dapat dikonversikan menjadi Saham h;ms memuat ——-
tandatangan dari Direktur Utama bersama-sama dengan Komisaris Utama, atau —-—--
apabila Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak---
ketiga, maka oleh Direktur Utama bersama-sama dengan salah seorang anggota-<—-——
Dewan komismis, atau apabila Direktur Utama dan Komisaris Utama berhalangan hal
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka oleh salah seorang Direktur——
bersama-sama dengan salah seorang ar.lggota Dewan Komisaris, tanda tangan tersebut-
dapat dicetak langsung pada surat Saham dan/atau surat kolekfif Saham dan/atau-——--

obligasi konversi_dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi

Saham, dengan mengindahkan Peraturan Perundangan di bidang Pasar Modal dan—--

peraturan Bursa Efek di tempat di mana Saham Perseroan dicatatkan.
Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat Saham, pemilikan Saham dapat-—----------

dibuktikan dengan surat keterangan kepemilikan Saham yang dikeluarkan oleh——--
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Perseroan.
Seluruh surat Saham dan/atau surat kolektif Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan-—

dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan Peraturan Perundangan di bidang Pasar-

Pengganti Surat Saham

Pasal 7

Modal dan UUPT.
1.
| pemilik surat Saham tersebut;
B
Saham tersebut;
Indonesia atas hilangnya surat Saham tersebut;
yang dipandang perlu oleh Direksi Perseroan; dan
3.
digantikén tidak berlaku lagi bagi Perseroan.
4,
Saham yang berkepentingan.
5.

Apabila surat Saham rusak, penggantian surat Saham tersebut dapat dilakukan jika: —

a. Pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian surat Saham adalah -—--

b. Perseroan telah menerima surat Saham yang rusak; dan

¢.  Aslisurat Saham rusak tersebut wajib dikembalikan dan dapat ditukar dengan ----

surat Saham baru yang nomornya sama dengan nomor surat Saham ﬁslinya.---—-—

d.  Perscroan wajib memusnahkan asli surat Saham rusak tersebut setelah «-—-———--

memberikan penggantian surat-Saham. .

Dalam hal surat Saham hilang, penggantian surat Saham tersebut dapat dilakukan jika:

. -
a.  Pihak yang mengajukan permohonan penggantian Saham adalah pemilik surat----

b.  Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik--—--—

c.  Pihak yang mengajukan permohonan penggantian Saham memberikan jaminan-—-

d.  Rencana pengeluaran pengganti surat Saham yang hilang telah diumumkan di--em-
Bursa Efek di tempat dimana Saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling —

kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat Saham. --——--

Setelah surat Saham pengganti tersebut dikeluarkan, maka surat Saham yang telah ~—-

Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat Saham itu ditanggung oleh Pemegang

Ketentuan ketentuan tersebut di atas mengenai pengeluaran surat Saham pengganti—-—

juga berlaku untuk pengeluaran surat kolektif Saham pengganti atau Efek Bersifat-—-
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Ekuitas.

Penitipan Kolektif

Pasal 8§

1. Saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan dalam pasal ini yaitu: -

Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian-—-

harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga

Penyimpanan dan Penyelesaian.
Saham dalam Penitipar Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek---—-
yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian-
dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk --—-——

kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek ——

S .

tersebut ;
Apabila Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan ——--
bagién dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan.
tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -—-—--
Penyelesaian, makaPerseroan akan mencatatkan Saham tersebut dalam buku 22
Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk-—-——-—«-w-

kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak —---—--——-

investasi kolektif tersebut ;
Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga -—-———
Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana di.maksud dalam ayat 1 huruf a‘-'"-;-'--—' ;
pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hurufc —

pasal ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham —--

Perseroan;
Perseroan wajib memutasikan Saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar-—--
atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk -
Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang —
Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga ——-—--

Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud;

Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian-
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atau% Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ———_

1
ditunjuk Perseroan;
|

' g Lerﬁbaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek-

wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti —

penéatatan dalam rekening Efek;

I h. Dalém Penitipan Kolektif setiap Saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang

diteaj‘bitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan

i
yang lain;

i Persjeroan wajib menolak pencatatan Saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila -
i

surat Saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi-----

diméaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa Pihak —

tersebut benar-benar sebagai Pemegang Saham dan surat Saham tersebut benar -

benzjir hilang atau musnah;
' j- Persj.eroan wajib menolak pencatatan Saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila ;

Sahlclm tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan ------w.-- _

.‘;

pengad:lan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana;
\ k. Pemegang rekemng Efek yang Efeknya tercatat dalam Pemtlpan Kolektif berhak -
hadxr dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah Saham --—-

yang dimilikinya pada rekening tersebut.

| L Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib manyampaikan daftar rekenmg Efek—
bes;ﬂa jumlah Saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang--—
reke;:ning pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga——

Penfyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan—

palfng Jambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS;
m. Mahajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan svuara dalam RUPS atas Saham
Perjseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang——
mer?upakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi -
kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga ~—-——-—--—--
Penjyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian --—-----

tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 -
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(satu)§ hari kerja sebelum pemanggilan RUPS;

n. Perselj’oan wajib menyerahkan dividen, Saham bonus atau Hak lain sechubungan---
dengan pemilikan Saham kepada Lerribaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas —

Sahaﬁn dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian—
danséterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan -—

dividén, Saham bonus atau Hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada -—«-vam-m-

Pemﬁahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada —-—-

Bankj Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut;
0. Perse}om wajib menyerahkan dividen, Saham bonus atau Hak lain sehubungan---
dengf%m pemilikan Saham kepada Bank Kustodian atas Saham dalam Penitipan -
Koleictif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek —-----
Reksé, Dana berbentuk kontrak investasi kolektif d@ tidak termasuk dalam -—-—-
Pemtlpan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; -—-----------—-—— -
p- Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk mempcrole}'
lelden, Saham bonus atau Hak lainnya sehubungan dengan pemilikan Saham ——
dalar?n Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bé_;{]wa Bank-£ .
Kustbdian dan Perusahaan Efek wajib ﬁenyampaikan daftar pemegang rekéning—
Efek§ beserta jumlah Saham Perseroan yang dimiliki oich Masing-masing —-—-----

pemégang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan ———-——---

Haklamnya, untuk seianjumya dlserahkan kepada Perseroan paling lambat | RE—
(satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan Pemegang Saham-

yang berhak untuk memperoleh dmden Saham bonus atau Hak-hak lainnya ------

terse,but.
2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada Peraturan Perundangan di bidang

Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di tempat dimana Saham-Saham Perseroan —--

dicatatkan.

Daftar Pemegang Saham Dan Daftar Khusus

Pasal 9
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Direksi mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar -~——-—

Khusus, serta menyediakannya di tempat kedudukan Perseroan.

Dalam Daftar Pemegang Saham sekurang-kurangnya dicatat :

a. Nama dan alamat para Pemegang Saham;

b.  Jumlah, nomor, dan tanggal perolehan Saham yang dimiliki para Pemegang ———

‘ Saham;

c. Jumlah yang disetor atas setiap Saham;

d. Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang------———--——-
mempunyai hak gadai atas Saham atau sebagai penerima jaminan fidusia---—-----
Saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendafiaran jaminan fidusia

tersebut;

e. Keterangan penyetoran Saham dalam bentuk lain selain uang; dan -—--------eeeeeeev

£ Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.

Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan Saham dan/atay-------
perubahan kepemilikan Saham anggota Dircksi dan Dewan Komisaris beserta ~—--——-— —
keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal Saham itu .

diperoleh.

Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan —
surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu belum
dilakukan, maka segala pemanggilan dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham---—
adalah sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang paling akhir dicatat-- .

dalam Daf:tér Pemegang Saham.

Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan

Daftar Khusus sebaik-baiknya.
Setiap Pemegang Saham bethak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus--

di Kantor Perseroan atau di Kantor Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan —

pada waktu jam kerja.
Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi-
Efek untuk melaksanakan pencatatan Saham dalam Daftar Pemegang Saham dan ———

Daftar Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham-—--
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termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pengagunan, —--
gadai ataujaminan fidusia, yang menyangkut Saham Perseroan atau Hak atau -——-——

kepentingin—kepentingan atas Saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar--

ini dan Per%aturan Perundangan di bidang Pasar Modal.

Ketentuan gdalam pasal ini berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam Peraturan----~

Saham Perseroan dicatatkan.

. Dalam hal terjadi penjualan, pemindahtanganan, pengagunan dalam bentuk gadai,------

jaminan ﬁﬂusia, atau yang menyangkut Saham Perseroan atau cessie berkenaan --—-—-
dengan hajk atau kepentingan atas Saham, maka pihak yang berkepentingan --—---—-----
melaporkajn secara tertulis kepada Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh Direksi untuk
dicatat darj; didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham, sesuai dengan Anggaran -------

Dasar ini &engm memperhatikan Peraturan Perundangan di bidang Pasar Modal serta -

peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana Saham Perseroan dicatatkan. -—---

Pemindahan Hak Atas Saham

Pasal 10

2.

Dalam hal terjadi pengubahan pemilikan dari suatu Saham, pemilik asalnya yang -------
terdaftar (ialam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari Saham -
tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang-

Saham, hzjal tersebut dengan memperhatikan Peraturan Perundangan dan ketentuan di -

dicatatkaﬂ.

a. Kecilali ditentukéh lain dalam Peraturan Perundangan, khususnya peraturan di—-
V' bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar Perseroan, pemindahan Hak atag---—-----
Sahzjim harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau ---
atas inama Pihak yang memindahkan Hak dan oleh atau atas nama pihak yang -—--
men?erima pemindahan Hak atas Saham yang bersangkutan. Dokumen -————--——
perrfindahan Hak atas Saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau -—--—--

disetujui oleh Direksi.

b. Pemindahan Hak atas Saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan -
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dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain ----—
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan -
Efek. Dokumen pemindahan Hak atas Saham harus berbentuk sebagaimana —-—--
ditehtukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa ---
dokﬁmen pemindahan Hak atas Saham yang tercatat pada Bursa Efek harus —-—--
memenuhi peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat dimana Saham --—--
tersf:but dicatatkan, dengan tidak mengurangi Peraturan Perundangan dan—-—-—-

ketentuan yang berlaku di tempat dimana Saham Perseroan dicatatkan,---—-—--—-

Direksi dapat menolak dengan memberikan alasan untuk itu, untuk mendaftarkan---—-
pemindahan Hak atas Saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, apabila cara
cara yang disyaratkan dalam ketentuan Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila

salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan atau hal lain yahg S

disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak dipenuhi.
Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan Hak atas Saham, maka----¢-
Direksi waj ib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan —-—-— -
memindahkan haknya paling lambat 30 (tiga pululg_ hari kalender setelah tanggal e
pennohpnan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi aengén memperhatikan -----—-

Peraturan Perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat -—-

dimana Saham Perseroan tersebut dicatatkan.
Men.gen‘ai Saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di tempat dimana Saham ---
Perseroén dicatatkan, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan Hak h“arus sesuai--
dengan peraturan Bursa Efek di tempat dimana Saham Perseroan dicatatkan, ——-——-—-
Pendaftaran pemindahan Hak atas Saham tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu-—
dari tanggal diumumkannya panggilan untuk RUPS lainnya sampai dengan tanggal —
penutupan rapat-rapat tersebut dengan memperhatikan ketentuan di Pasar Modal. ———
Setiap orang yang memperoleh Hak atas suatu Saham karena kematian seorang -—-——--
Pemegang Saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu Saham
beralih kmena hukum, dapat mengajukan bukti-bukti Haknya tersebut, sebagaimana —
yang disyaratkan oleh Dircksi, dengan mengajukan permohonan secara tertulis untuk--

didaftar sebagai Pemegang Saham dari Saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat——
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dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan-—--—--

tanpa mengurangi ketenfuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
Semua peinbatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur-
Hak untuk memindahkan Hak atas Saham dan pendaftaran pemindahan Hak atas —-—--
Saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan Hak menurut ayat 6 pasal ini.---
Pemegané Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 4 huruf a wajib tidak——
mengalihkan kepemilikan Sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam)——----

bulan sejak RUPS, jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau

Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.
Bentuk dan tata cara pemindahan Hak atas Saham yang diperdagangkan di Bursa Efek
wajib memenuhi Peraturan Perundangan dibidang Pasar Modal dan ketentuan -——--——
ketentuan Bursa Efek di tempat dimana Saham Perseroan dicatatkan, kecuali untuk ----

Hak atas Saham Seri A Dwiwarna yang tidak dapat dipindahkan kepada siapapun —-—

juga.

Direksi

PEN

Pasal 11 L.

Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan -—-—--
kebutuhan i’erseroan, sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang, seorang ~----—-—--

diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama, dan apabila diperlukan seorang ---——--

diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil Direktur Utama.

Persyaratan anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan :

a. UUPT;

b. Peraturan Perundangan di bidang Pasar Modal; dan.
¢. Peraturan Perundangan yang berlaku bagi Perseroan dan yang terkait dengan--—--

kegiatan usaha Perseroan.

Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan, yang———--

memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat :

a. Mefnpunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;

b. Cakap melakukan perbuatan hukum;

¢. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: ——-————
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c.1. Tijdak pernah dinyatakan pailit;

c.2. Tijdak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris ---

y;ang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit--

c.3. Tidak pernah dihvkum karena melakukan tindak pidana yang merugikan------

|
keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; ——————

c.4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atan anggota Dewan Komisaris ---

Yang selama menjabat:

@.4.1. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;

c%.4.2. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atay—--emnn-
anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau -
pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota—
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dein—-—
c.4.3.  Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, B
‘ persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan ﬁdak—-— .
memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau--—

laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.--—-’-‘—-—-------—:“

d. Memiliki komitmen untuk mematuhi Peraturan Perundangan; dan, --——-——-~---——

e. Mexﬁiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan; -

=

f. Memenuhi persyaratan-persyaratan lainnya sebagaimana ditentukan dalam ayat 2

’ pasal ini.

Pcmenghajm persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3‘pasa1 ini, wajib

dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi dan —

surat tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti -

dan di doicumentasikan oleh Perseroan.

Perseroan wajib menyelgnggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota -——

Direksi yang tidak memenuhi persyaratan.
Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana --—-—-
dimaksud pada ayat 2 pasal ini batal karena hukum sejak anggota Direksi lainnya atau-

Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut, berdasarkan—-
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bukti yang sah, dan kepada anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan secara---

tertulis dengan memperhatikan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Dalam jaﬁgka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diketahui-—-—-—--
pengangkatan anggota Direksi tidak memenuhi persyaratan, anggota Direksi lainnya---
atau Dewan Komisaris, harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Direksi -
yang bersangkutan dalam media pengumuman dengan memperhatikan ketentuan di---
bidang Pasar Modal, dan paling lambat 7 (tujuh) hari memberitahukannya kepada -—--
Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia untuk dicatat sesuai Peraturan Perundangan. -
Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota ---

Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebelum batalnya pengangkatan anggota-——

Direksi tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan.
Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi
yang tidak memenuhi persyaratan setelah batalnya pengangkatan sebagaimana - EI A
dlmaksud _dalam ayat 6 pasal ini adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadic

anggota Dlrek51 yang bersangkutan.

F

. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam RUPS--— |

tersebut di_hadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan rapat —-——
tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham ser_i A DwiWar;la dengan —-e--m-m-———
memperhatikail ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. Para Direksi diangkat oleh —-----
RUPS dari calon yang diajukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, pencalonan -
mana méngikat bagi RUPS. Ketentuan ini berlaku juga untuk RUPS yang diadakan --=

dalam rangka mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara --~----—--

anggota Direksi.

. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi juga—

menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian terscbut. Dalam--

hal RUPS tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi -

tersebut mulai berlaku sejak penutupan RUPS.

| 12. a. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya —--

atau tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada-

penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, ——
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dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan-——.____
memperhatikan Peraturan Perundangan di bidang Pasar Modal, namun dengan——
tidak mengurangi Hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan-—

para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir,

[ b. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila

l ditentukan lain oleh RUPS.

’ ¢.  Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Direksi dapat diangkat kembalj --

oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan.

‘ 13. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan -

menyebutkan alasannya.

’ 14.  Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 13 pasal ini--
dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang bersangkutan antara-

lain:

a. Tidak /kurang dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam --—-—--

kontrak manajemen;

b. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
c. h/felanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atay Pel-’at‘uran Perundafigan; ——e
d.  Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara; —--c————.——

Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya---

] dihormati sebagai Direksi;
f. Dinyatakan bersalah dengan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan —

hukum yang tetap;

g.  Mengundurkan diri;

h.  Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan --——

Perseroan;

l 15. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 14 pasal ini
diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali ayat

14 huruf fdan g pasal ini.

} 16. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 14 huruf d dan f pasal -

[ ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.
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17.

atau ipar).

Antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan-—-—-
Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga,-—-

baik menurut garis luras maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu --

. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 17 pasal iﬁi, RUPS-—-—-

berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.

Para anggota Direksi dapat diberi gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya ---—--
termasuk santunan purna jabatan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan —------—--

wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun terdapat satu jabatan atau lebih anggota--

Direksi lowong:

a. Dewan Komisaris menunjuk salah seorang anggota Direksi yang lain untuk-—--—

dan wewenang yang sama. -
b. Dengan memperhatikan ketentuan ayat 20 huruf a pasal ini, RUPS wajib ------- —
disélenggarakan untuk mengisi jabatan lowong tersebut apabila menyebabkan - : |
anggota Direksi berjumlah kurang dari 2 (d:la) salah satunya Dircktur Utama-——

atau jabatan yang lowong adalah Direktur Utama atau direktur lainnya yang-------

diwajibkan oleh ketentuan.
¢. RUPS sebagaimana dimaksud ayat 20 huruf b pasal ini diselenggarakan paling ---

lambat 90 (sembilan’puluh) hari sejak terjadinya lowongz;n jabatan sebagaimana -

dimaksud pada ayat 20 huruf a pasal ini.

. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dan RUPS belum--

menetapkan penggantinya, maka anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya
tersebut dapat ditetapkan oleh RUPS untuk menjalankan pekerjaanya dengan —-———
kekuasaan dan wewenang yang sama dengan ketentuan anggota Direksi yang telah-—--

berakhir masa jabatannya tersebut baru menjalankan 1 (satu) periode masa jabatan. —

22. a. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota Direksi------

Perseroan lowong, maka dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari -—--

setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan --
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i jabatan Direksi tersebut.

l b. Seclama jabatan itu lowong dan RUPS belum mengisi jabatan Direksi yang
lowong sebagaimana dimaksud pada ayat 22 huruf a pasal ini, maka untuk -—-——

sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris, dengan kekuasaan dan -———-

wewenang yang sama.

l 23. a. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa-

jabatannya berakhir. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan —--
diri, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan
pengunduran diri secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.-
i b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan-—----

pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah

- F
T

diterﬁnanya surat pengunduran diri tersebut.
' ¢.  Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan--—-—--

menyampaikan kepada Oioritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja --

»

setelah:

-~
c.l. Diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud -

dalam ayat 23 huruf a pasalini; dan

c.2. Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud-dalam ayat 23 huruf --

c.1 pasal ini.
‘ d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan -
tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan —

Anggaran Dasar dan Peraturan Perundangan.

1 e. Direksi yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab setelah —————

memperoleh pembebasan tanggung jawab dari RUPS Tahunan.

\ 24. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

a. Pengunduran dirinya telah efektif, sebagaimana dimaksud dalam ayat 23 huruf b-

I pasal ini;

b. Meninggal dunia;

c. Masa jabatannya berakhir;

d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
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’

terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang.

pertanggung jawabannya oleh RUPS.

Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum
yang tetap atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan--------

pengadilan; atau

Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan

Anggaran Dasar dan Peraturan Perundangan;

‘ 25. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 24 huruf f pasal ini termasuk tetapi tidak -

i 26. Bagi anggota Dircksi yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya ----—--—
berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan wajib -—-

menyampaikan pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya yang belum diterima --

l 27. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara oleh DéWan -—

Komisaris dengan menyebutkan alasannya apabila mereka bertindak bertentangan-—---

i
dengan Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi melakukan tindakan yang merﬁgikan.
_Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi------

Perseroan, dengan mempethatikan ketentuan-ketentuan sebagai beriku :----——-—-——:

a. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada—
anggota Direksi yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan-- &
tersebut dengan tembusan Direksi ; /

‘ b. Pemberitahuan sebagaimana dﬁnaksud dalam ayat 27 huruf a pasal ini ———-—--
disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditetapkannya -
i pemberhentian sementara tersebut.

c. Anggota Dircksi yang diberhentika; sgmentara tidak berwenang menjalankan—--

. pengurusan Perseroan untuk kepentiﬂgan Perseroan sesuai dengan maksud dan ---
tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar --------—-
pengadilan.

i d. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah --————--—--

pemberhentian sementara dimaksud Dewan Komisaris harus menyelenggarakan--
RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara -—-

tersebut.
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Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud
pada ayat 27 huruf d pasal ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, ---—--

maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.

Pembatasan kewenangan pada ayat 27 huruf ¢ pasal ini berlaku se¢jak keputusan --
pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan: —-—--—--eece——.
f.1. Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan —-—--—e———_

Pemberhentian sementara pada ayat 27 huruf d; atau

f.2. Lampaunya jangka waktu pada ayat 27 huruf d pasal ini.

Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 27 huruf d pasal ini, anggota ------
Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan vuntuk membela diri. ~—-—---———-—--
Pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan kembali ---—--
dengan alasan yang sama, apabila pemberhentian sementara dinyatakan batal -----

sebagaimana dimaksud pada ayat 27 huruf e pasal ini.

Apabila RUPS membatalkan pemberhentian sementara atau terjadi keadaan ~—---— .

sebagaimana dimaksud pada ayat 27 huruf e pasal ini, maka anggota Direksi ~----
. - I.— -
yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana’——---—-

mestinya.

Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian semehfara, maka----—-----

anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya. ————-——--

Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam - -

RUPS setelah dipanggil secara tertulis, maka anggota Direksi yan.g diberhentikan
sementara tersebut dianggap tidak menggunakan Haknya untuk membela dirinya-

dalam RUPSdan telah menerima keputusan RUPS.

Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan-———--

menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai:

1.1. Keputusan pemberhentian sementara; dan

1.2. Hasil penyelenggaraan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan--
pemberhentian sementara tersebut sebagaimana tersebut pada ayat 27 huruf-

d pasal ini, atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh

Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan—-—-
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-lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 27 huruf ¢ ---—--

pasal ini, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa —---—--

Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah -

a.  Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, --

b.  Anggota Dewan Komisarisdan/atau Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik---

¢. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat

d. Penguruspartai politik, anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat

e. Menjadicalon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat ITatau —s

-

f.  Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;dan/atau-—--—-—--
g. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Peratoran Perundangan, —---—-—--
Untuk pefangkapan jabatan Direksi yang tidak termasuk dalam ketentuan ayat 28---wu-u

pasal ini diperlukan persetujuan dari rapat Dewan Komisaris.

Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi

- Pasal 12 -

tersebut.
28.
ini, yaitu:
Badan Usaha Milik Swasta;
Nepara;
dan atau daerah;
I dan/atav kepala daerah/wakil kepala daerah;
calonkepala daerah/wakil kepala daerah;
29.
1.
Keputusan RUPS.
.

Direksi bertugas’menjalankml segala tindakan yang berkaitan dan bertanggung ---—-----
jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud-
dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar ———
Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan -—--

sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundangan, Anggaran Dasar dan/atau ——-——--

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, maka: -——-

a. Direksi mempunyai Hak dan wewenang antara lain :

‘ a.l. Menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam kepengurusan --—-—-—-
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a.2.

a. 7.

a.8.

‘ b. Direksi berkewajiban untuk:

a.3.

a4,

a.5.

a.6.

Perseroan;
Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam
dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang yang khusus --—
ditunjuk untuk itu termasuk pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun—

bersama-sama dan/atau badan lain;

Mengatur ketentuan-ketentuan tentang pekerja Perseroan termasuk———--——

penetapan upah, pensiun aiau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi-—--

pekerja Perseroan berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku;----u--

Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan -

ketenagakerjaan Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku; --—-----
Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan dan/ afau Kepala—
Satuan Pengawas.Intern dengan persetujuan Dewan Komisaris; --——-;:—-_--
Menghapusbukukan piutang macet dengan ketentuan sebagaimana diatur --—-
dalam Anggaran Dasar ini dan yang selanjutnya dilaporkan kepada Dewan--

Komisaris serta dipertanggungjawabkan dalam Lapoan Tahunan; —-———--—-

ry

Tidak menagih lagi piutang bunga, denda, ongkos-ongkos dan piutang--—-----
lainnya di luar pokok yahg dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau -
penyelesaian piutang serta p’erbﬁatan—perbuatan lain dalam rangka -——----——-

penyelesaian piutang Perseroan dengan kewajiban melaporkan kepada ----—

oleh Dewan Komisaris.
Melakukan .‘segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan—--
maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak---
lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili perseroan di ——--
dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan

pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundangan,-

Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

b.l. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan

sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya; --—----—s-r—----
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b.7.
b.8.

| b.9.

‘ b.10.

l b.11.

Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana-
Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan dan rencana kerja lainnya serta——

perubahannya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dan -------------

mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris;

Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan --—

Risalah Rapat Direksi;
Membuat Laporan Tahunan yang antara lain berisi Laporan Keuangan,-----
sebagai wujud pertanggungjawaban péngurusan Perseroan, serta dokumen

keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ----—--

tentang Dokumen Perusahaan;

Menyusun Laporan Keuangan dalam ayat 2 huruf b.4 pasal ini -

berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada —--—--

Akuntan Publik untuk diaudit;
Menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris +
dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku--------
Perseroan berakhir kepada RUPS untuk disetujui dan”disahkan;; ———————
Memberikan penjelasan kepada RU’PS mengenai La1-3;ran Tahunan;---—----—
Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh --

RUPS kepada Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia sesuai dengan -——-

ketentuan Peraturan Perundangan;

Menyusun laporan lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan Perafuran-——---

Perundangan;
Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, -—-—-
Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan ——--
Tahunan dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud dalam-
ayat 2 huruf b.4 dan huruf b.5 pasal ini, dan dokumen perseroan lainnya; --
Menyimpan di tempat kedudukan perseroan: Daftar Pemegang Saham, --—-
Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan -—-—--
Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan —--—--—--

Perseroan serta dokumen perseroan lainnya;
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] b.12. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perseroan-——...
sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perseroan; —----———__ -
] b.13. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan —
dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsj —---

|
' pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;

’ b.14. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuaj dengan -—-—--
ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh—-----
Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, dengan -—

memperhatikan Peraturan Perundangan khususnya peraturan di bidang -----

Pasar Modal berlaku;

| b.15. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan -~

tugasnya,

’ b.16. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang ---—-

diminta anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Sahaim LT C——

peraturan di bidang Pasar Modal berlaku;

' b.17. Menialankan kewajiban—kewé:jiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang--

diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkai oleh RUPS. —-vemu —
Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian-
dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan——----

Perseroan.

Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar -—--

Perseroan dan Peraturan Perundangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip -——

profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas,

pertanggungjawaban serta kewajaran.

Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana -—
dimaksud pada ayat 1 pasal ini dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati -
hatian, untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan perundangan -—

yang berlaku.

a.  Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian
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Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam -

menjalankan tugasnya.

b.  Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan --—
sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a pasal ini, apabila dapat membuktikan:

b.1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; ------------=-n----

b.2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, —
dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan--

Perseroan;

‘ b.3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak—--—--—

langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan —--—

‘ b.4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya ---—--—

kerugian tersebut.
\ 7. i.  Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan -«

tertulis dari Dewan Komisaris:

a. Melepaskan/memindahtangankan dan/atau mengagunkan aset --—-———-—==
A '
Perseroan dengan nilai melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh -~------

| Dewan Komisaris, kecuali aset yang dicatat sebagai pé}sediaan, dengan -—--

memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal;
\' b. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk -
kerjasama ;)perasi (KSO), kerjasama usaha (KSU), kerjasama lisensi, ---—---
Bangun Guna Serah (Build, Operate and'Transfer/BO’[), Bangun Se—rah--:;
Guna (Build, Transfer and Operate/BTO), Bangun Guna Milik (Build, —-—---
Operate and Own/BOO) dan perjanjian-perjanj ian lain yang mempunyai —

sifat yang sama yang jangka waktunya ataupun nilainya melebihi dari yang-

| ditetapkan oleh Dewan Komisaris;

¢. Menetapkan dan mengubah logo Perseroan;

d. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi-—--—-----
e. Melakukan penyertaan modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan-
Komisaris pada perseroan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungan--

yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan —---
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bidang Pasar Modal ;

| ketentuan di bidang Pasar Modal;

| ketentuan di bidang Pasar Modal;

ketentuan di bidang Pasar Modal;

%Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai--—-

jtertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perseroan lain, anak--—-—--

| perusahaan, dan perusahaan patungan dengan memperhatikan ketentuan di -

' Mengusulkan wakil perseroan untuk menjadi calon Anggota Direksi dan—
Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang memberikan kontribusi ——-—

' signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan--——-

oleh Dewan Komisaris.

- Melepaskan penyertaan modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan ---——

Dewan Komisaris, pada perseroan lain, anak perusahaan, dan perusahaan ---

patungan dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal; —--—-—--

- Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, plerhisahan, dan ——

pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilaj -------- 2

| tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan -—--—-—-

-

j. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist)-dengan nilai —-—

tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan --—--—--

Menerima pinjaman jangka menengah/panjang dan memberikan pinjaman--

jangka menengal/panjang dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan -—

Komisaris dengan memperhatikan ketentvan di l;idang Pasar Modal; ————
Memberikan pinjaman jangka pendek/menengai/panjang yang tidak --—-
bersifat operasional, kecuali pinjaman kepada anak perusahaan cukup—---—

dilaporkan kepada Dewan Komisaris;

Menghapuskan dari pembukuan terhadap piutang macet dan persediaan —--

barang mati dalam nilai yang melebihi batas yang ditetapkan oleh Dewan-—

Komisaris;-

Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material ———
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Modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali —---
tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh
Peraturan Perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal; -—-—-memueeeeee

1 0. Tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam RKAP;

ii.  Penetapan batasan dan/atau kriteria oleh Dewan Komisaris untuk hal-hal —-—-—--

sebagaimana dimaksud ayat 7 huruf a, b, e, f,g, h, i, j, k, 1, dan m pasal ini----------

dilakukan oleh Dewan Komisaris setelah mendapatkan persetujuan Pemegang —

Saham Seri A Dwiwarna.

fii. Persetujuan Dewan Komisaris khusus berkenaan dengan ayat 7 huruf a, b, e, f,g, -
h, i, j, k, 1, m,dan o pasal ini dilakukan oleh Dewan Komisaris setelah~---se-—-w-

mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

iv.  Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf b pasal inf ----smmum--

sepanjang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha utama yang--—--
lazim dilakukan dalam bidang usaha yang bersangkutan dengan memperhatikan+

ketentuan peraturan perundang undangan, tidak memerlukan persetujuan Dewan
A A

Komisaris dan/atau RUPS.

-

v.  Tindaken Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf b, e, f, g, b dan i -—
pasal ini sepanjang diperlukan dalam rangka mengikuti tender dan/atau untuk----
melaksanakan proyek-proyek dan/atan memenuhi persyaratan dan/atau —----—--
pelaksanaaan kegiatan usaba utama yang lazim dilakukan dalam bidang usaha---

yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundangan,——

tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS. ——————-
| 8. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau -
penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris harus -—----------

memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 pasal ini.

l 9. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:

a. Mengalihkan kekayaan Perseroan; atau

b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan,

yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan--

dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak,-----
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10.

13.

14.

| dalam Anggaran Dasar ini.

kecuali sebagai pelaksana kegiatan usaha Perseroan, sesuai dengan Pasal 3. c-———u

a. Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah -——----

mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan mendapat persetujuan-—

dari RUPS untuk :
a.l. Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material----—-— —
sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Perundangan di bidang Pasar Modal ---
dengan nilai di atas 50% (lima pulﬁh persen) dari ekuitas Perseroan, kecuali ---

tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh ---

Peraturan Perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

a.2. Melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana--—-

ditentukan dalam Peraturan Perundangan yang berlaku di Pasar Modal. ~-—----

aj. Melakukan transaksi lain guna memenuhi Peraturan Perundangan yang;--h—-----

berlaku di pasar modal.

’ b. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau---------+
penjelasan dan dokumen dari Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan------- —

-~

tanggapan tertulis, maka RUPS dapat memberikan keputusan tanpa'adz/mya -------- -

tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris.

. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 9 dan ayat 10 pasal ini yang--------—

dilakukan tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain ———

dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.

. RUPS dapat mengurangi pembatasan terhadap tindakan Direksi yang diatur dalam--——-=-

Anggaran Dasar ini atau menentukan pembatasan lain kepada Direksi selain yang diatur-

Kebijakan kepengurusan ditetapkan dalam Rapat Direksi.
Dalam rangka melaksa‘nakan kepengurusan Perseroan, setiap anggota Direksi berhak-——
dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan sesuai --
dengan kebijakan dan kewenangan kepengurusan Perseroan yang ditetapkan -—--——-——--

berdasarkan keputusan Direksi.

Apabila tidak ditetapkan lain dalam kebijakan kepengurusan Perseroan sebagaimana -—-

dimaksud dalam ayat 14 pasal ini, Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak --—--
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untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar -—--

Pengadilan.
‘ 16. a. Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal -----
mana tidak perfu dibuktikan pada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama -----
berwe;lang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas --—-—
tugas Direktur Utama atau Direktur Utama menunjuk secara tertulis salah saty----

anggota Direksi yang berwenang bertindak untuk dan atas nama direksi serta -—--

melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama ~—--—

apabila pada saat bersamaan Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan, --
I b. Apabila Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, --
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Direktur -—----
Utama menunjuk secara tertulis anggota Direksi yang berwenang melaksanakan -
tugas-tugas Wakil Direktur Utama, atau Wakil Dire};tur Utama menunjuk secara-
tertulis anggota Direksi yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi--,
serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama -
apabila terlebih dahulu Direktur Utama tidak ada atau berhaiangan. T —
c. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Direktur Utama, maka dalam hal --—------- --
Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak-
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Direktur Utama menunjuk secara ——

tertulis anggota Direksi yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi—

serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.
l 17. Dalam ha] Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Direksi yang-----

terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta -——-———

melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama
‘ 18. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berbak pula--------------
mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan--——-

kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur-

dalam surat kuasa.

‘ 19.Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam-—

hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut, maka —--—-—--
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pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan---

Direksi.

‘ 20. Direksi dalam mengurus Perseroan melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh RUPS
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan dan/atau Anggaran --—--

Dasar ini.

l 21. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila :

a. Terdapat perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang——--

bersangkutan; atau

b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan -—-

dengan kepentingan Perseroan.

\ 22. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 21 pasal ini yang berhak

mewakili Perseroan adalah:

a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepf_:ﬁ%ingan dengan -------

" Perseroan,;

L3

b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan -—-—--—
-~

kepentingan dengan Perseroan; atau

¢. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam ha! seluruh anggota Direksi atau Dewan

Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Rapat Direksi

Pasal 13

1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali-——-

dalam setiap bulan.

2. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala —--——

paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

. 3. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila:

a. Dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;

b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisarig-------—-—--

l 4. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili

] Direksi menurut ketentuan Pasal 12.

\ 5. a Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau-
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diserahkan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan tanda terima yang-—--
memadai, atau dengan pos tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan telex, ---—--
faksimili atau surat elektronik {e-mail) paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat -
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tmggal panggilan dan tanggal rapat. ---
atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak. --—-———-—--
b. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah
dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi yang diadakan sebelumnya-—-—-

atau apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat.

Pemanggilan untuk Rapat Direksi pada ayat 5 pasal ini harus mencantumkan acara, —
tanggal, waktu dan tempat rapat. Rapat Direksi dapat diadakan di tempat kedudukan --
Perseroan atau ditempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia atau di tempat —--—-

kegiatan usaha Perseroan.

Semua Rapat Direksirdipimpin oleh Direktur Utama, apabila Direktur Utama tidak -

hadir atau berhalangan, maka Wakil Direktur Utama yang memimpin rapat Direksi,--—,

atau Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin Rapat
-~

Dircksi apabila pada saat yang bersamaan Wakil Direktur Utama tidak hadir atau——--

berhalangan, atau Direktur yang ditunjuk oleh Wakil Direktur Utama yang memimpin-

Rapat Direksi apabila pada saat yang bersamaan Direktur Utama tidak hadir atau ——--

berhalangan dan tidak melakukan penunjukan.
Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Direktur Utama, maka dalam hal Direktur --—-
Utama tidak hadir atau berhalangan, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk —

secara tertulis oleh Difél_(tur Utama yang memimpin Rapat Direksi.

Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka salah seorang Direktur-

yang terlama dalam jabatan sebagai anggota Direksi yang memimpin Rapat Direksi. ---

. Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan------

tebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini --
yang tertua dalam usia yang bertindak sebagai pimpinan rapat Direksi. ——-—-———-
Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota —----

Direksi lain berdasarkan surat kuasa. Seorang anggdta Direksi hanya dapat mewakili --

seorang anggota Direksi lainnya.
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\ 12.

' 17.

l 16.

Anggota Direksi yang berhalangan untuk menghadiri suatu Rapat Direksi dapat--——--—--
mengajukan pendapatnya secara tertulis dan ditandatangani, kemudian disampaikan—--
kepada Direktur Utama atau Wakil Direktor Utama atau kepada anggota Direksi -—-—-
lainnya yang akan memimpin Rapat Direksi tersebut, mengenai apakah ia mendukung-
atau tidak mendukung terhadap hal-hal yang akan dibicarakan dan pendapat ini akan-—

dianggap sebagai suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Direksi. —--—-----—--

. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila -—

dihadiri dan atau diwakili oleh lebih dari % (satu per dua) jumlah anggota Direksi-

. Dalam hal terdapat lebih dari satu usulan, maka dilakukan pemilihan ulang sehingga---

salah satu usulan memperoleh suara lebih dari %% (satu per dua) bagian dari jumlah--—-

suara yang dikeluarkan.

. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika - o

keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan -—-
harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu -

per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang -----z----

bersangkutan.
Dalam Rapat Direksi, setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan-—
tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya dengan sah

dalam rapat tersebut.

Suara blanko (abstain) dianggap inenyetujui usul yang diajukan dalam rapat. Suara-—-—
yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara -

yang dikeluatkan dalam rapat.

. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa —--

tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara-----
lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara ---—

terbanyak dari yang hadir.

l 19. a. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayatl pasal ini wajib dituangkan-—----

dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam-~-

rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh

anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. -—-—-
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b.  Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini wajib dituangkan -------
dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam--
rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh

anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan----—-

kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

c.  Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang -

tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 19 hurufa —

dan huruf b pasal ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara --—-

tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat, ~---s=-=-=-n-me-mmm-

l d. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 19 huruf a dan huruf'b pasal ini--

wajib didokumentasikan oleh Perseroan.

e.  Risalah Rapat Direksi merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan-

| untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang--—-—----

bersangkutan. - .

I 20. a. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat—-—
Direksi dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulls —
dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang--—-----—-—
diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut,-------——-— —
l b. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama -

dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. —~--—-——-—-—--

l 21. Dalam hal anggota Direksi tidak dapat menghadiri rapat secara fisilk, maka anggota —
Direksi dapat menghadiri rapat dengan melalui media telekonferensi, video —————-——uu-
konferensi, atau sarana media elektronik lainnya, sesuai dengan ketentuan yang--—-—--

berlaku.

l 22. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung--
maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak
atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus-
dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Direksi dan karenanya tidak -—-----

berhak untuk ikut dalam mengambil suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan

transaksi atau kontrak tersebut.
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A AR RS T S e e

Dewan Komisaris

Pasal 14

a. Pengéwasan Perseroan dilakukan oleh Dewan Komisaris yang jumlahnya ---—-—-
disesuaikan dengan kebutuhan, terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang--—-
dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, seorang diantaranya -—--
diangkat sebagai Komisaris Utama, dan apabila diperlukan seorang diantaranya --

dapat diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama.

. b. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen. Jumlah---—-

Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundangan yang

berlaku.
Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Kormisaris tidak —----
dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. —-

Persyaratan anggofa Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan: -

a. UUPT;

b. Peraturan Perundangan di bidang Pasar Modal; dan

c. Peraturan Perundangan lain termasuk peraturan yang terkait dengan kegiatan--—--

-

usaha Perseroan,--—

Yang dapat diangkat sebagai anggota DeWa_h Komisaris.adalah orang perseorangan, -

yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat :

a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;

b. Cakap melakukan perbuatan hukum;

c. Dalam5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: ~--------- -

.1, Tidak pernah dinyatakan pailit;-

c.2. Tidaig pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris--
yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;-
c.3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan-—-

keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan—-—-

c.4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris -

yang selama menjabat:

c.4.1. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
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¢.4.2. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota ---
Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah-------
tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi ——--

dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan------——-wen

 c.4.3. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, ——-——-—
persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak -——-—

memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau-—-----

laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

d. Memiliki komitmen untuk mematuhi Peraturan Perundangan;

e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan;-—

ldan

f.  Memenuhi persyaratan-persyaratan lainnya sebagaimana ditentukan dalam ayat 3

‘ pasal ini
Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 pasal ini, dibuktikan ---—s
dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Komisaris-----

-
dan surat tersebut disampaikan kepada Perseroan.

Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untul_c melakukan penggaﬁtian anggota ----—--

Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan.

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan--—-—-—-—-

sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini, batal karena hukum sejak saat anggota-—-+ - -

Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan—---
tersebut, berdasarkan bukti yang sah, dan kepada anggota Dewan Komisaris yang-------

bersangkutan diberitahukan secara tertulis, dengan memperhatikan Peraturan-——-—-----

Perundangan yang berlaku
Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diketahui--—-———
pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak memenuhi persyaratan, anggota Dewan
Komisaris lainnya, harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan-----—-
Komisaris yang bersangkutan dalam media pengumuman, dan paling lambat 7 (tujuh) -
hari membéritahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia untuk -—-----

dicatat sesuai Peraturan Perundangan.
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\ 9. Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota -
Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebelum batalnya pengangkatan --
anggota Dewan Komisaris tetap mengikat dan ﬁenjadi tanggung jawab Perseroan.--——-
l 10. Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Dewan
Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan setelah batalnya pengangkatan anggota -
Dewan Koﬁismis adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota -—----

Dewan Komisaris yang bersangkutan.

\ 11. Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 pasal ini, ---—--
pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan------—
integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah-masalah manajemen perusahaan ---
yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang -------
memadai di bidang usaha Perseroan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk -
melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan Peraturan Peru.ndanga‘n’.. e
12. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam
RUPS tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan Rapat-
tersebut harus disctujui oleh Pemegang SahamSeri A Dwiwarna. Para anggota Dewan‘
Komisaris diangkat oleh RUPS dari caloﬁ yang diajukan oleh Pemegang Saham se;i A

Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagai RUPS. Ketentuan ini berlaku juga untuk -

RUPS yang diadakan dalam rangka mencabut atau m;anguatkan keputusan -—-—-—-—----

pemberhentian sementara anggota Dewan Komisaris. e -

l 13. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Dew: —_—
Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan peniberhentian—--

tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pen gangkatan dan pemberhentian--

7 anggota Dewan Komisaris tersebut mulai berlaku sejak penutupan RUPS .--—r——---—--

l 14. a. Paraanggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak --—--
| tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada-------
penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, ----
dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan----—---—

memperhatikan Peraturan Perundangan di bidang Pasar Modal, namun dengan----

tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan ---
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para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir, ~--—-------e-—---

l b.  Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Dewan Komisaris dapat diangkat

kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan.

l 15. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan

RUPS dengan menyebutkan alasannya.

] 16. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 15

pasal ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Dewan Komisaris yang —-

bersangkutan antara lain:

a.  Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
b. Melanggar ketentuan anggaran dasar dan/atau Peraturan Perundangan; -————--

¢.  Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara;-——---—-——--

d. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya-—

dihormati sebagéi anggota Dewan Komisaris;

o

Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum yang tetap;

»

f  Mengundurkan diri.
l 17. Disamping alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebaééimana dimaksud-—
pada ayat 16 huruf a sampai dengan huruf f pasal ini, anggota Dewan Komisaris dapat-

diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS —-

demi kepentingan dan tujuan Perseroan. —
{ 18. Keputusan pen;berhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 16 hirufa,-
huruf b, huruf ¢, dan huruf d pasal ini serta ayat 17 pasal ini, diambil setelah yang—----

bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.

’ 19. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 16 huruf ¢ dan huruf e-

pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.
| 20. Antar para anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan----
anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keiuarga sampai dengan derajat ketiga, -—

baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk hubungan yang timbul —-—

karena perkawinan,

l 21. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 20 pasal ini, maka RUPS -
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—l berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.

‘ 22. Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka sendiri, -

a.

| Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris lowong :

dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan

. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun terdapat satu jabatan atau lebih anggota--

RUPS wajib diselenggarakan untuk mengisi jabatan lowong tersebut apabila --—
menyebabkan anggota Komisaris berjumlah kurang dari 2 (dua) salah satunya-—
KomisarisUtama atau jai;atan yang lowong adalah Komisaris Utama,-—---------—--
RUPS scbagaimana dimaksud ayat 23 huruf a pasal ini diselenggarakan paling—--
lambat 90 (sembilan puluh)hari sejak terjadinya lowongan jabatan sebagaimana --

ayat 23 huruf a pasal ini.

. 24. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota Dewan ——-——

. 25. a.

Komisaris tersebut.

Komisaris Perseroan lowong, maka untuk sementara Pemegang Saham Seri A w-s-nmm-nn-
Dwiwarna dapat menunjuk pelaksana tugas anggota Dewan Komisaris untuk-----—-—--
menjalankan pekerjaan Dewan Komisaris dengan kewenangan yang sama, dengan-e---f
ketentqgn dalam waktu paling lambat S0 (sembilan puluh)hari setelah terjadi ;-_____,

lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan jabatan Dewan «-----

Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya-—

sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis —-—--—

-

mengenai maksudnyé tersebut kepada Perseroan

Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan -—-—--

pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat—
90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri. -———-——-—-
Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan--~------
menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja—--
setelah diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris-—--

sebagaimana dimaksud dalam ayat 25 huruf a pasal ini danhasil penyelenggaraan

RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
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\ d.  Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang -------—-
bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya-—

sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan Peraturan Perundangan yang berlaku. -----

e.  Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana-—---
tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota--

Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal------——

disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.

I f.  Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri

diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
' g. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga-—------—--—--
mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) --—-
orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS —--

dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga memenuhi -—--

persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris. -

‘ 26. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
. . P e
a. Pengunduran dirinya telah efektif sebagaimana dimaksud ayat 25 huruf b pasal -

ini;

b. Meninggal dunia;

¢. Masa jabatannya berakhir;

d.  Diberhentikan berdasarkan RUPS; atau

e. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum

yang tetap atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu képutusan -------

pengadilan;

I f.  Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan

Anggaran Dasar ini dan Peraturan Perundangan lainnya.

I 27. Ketentuan sebagaimana ayat 26 huruf f pasal ini termasuk tetapi tidak terbatas pada—-—

rangkap jabatan yang dilarang .
| 28. Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun setelah masa ---—--—-—

jabatannya berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan

tetap bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya yang belum diterima —-—--------——
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‘ 30.

pertanggungjawabannya oleh RUPS.
Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai : -—-——-------
a.  Anggota Direksi pada Badan usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, —

|
| Badan Usaha Milik Swasta;

b. Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan-
. DPRD Tingkat IT dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah;--—-——-——-—
¢c.  Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundangan; dan/atau-

d. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Anggota Dewan Komisaris, diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk ——
tantiem dan santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS---

dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.----—--—-—--—-

Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Dewan Komisaris

Pasal 15

Dewan Kdmisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, ---
jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha ~-—-----—--
Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta member'ikali. nasihat kepada Direksi ~-----
termasuk {)engawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, ------—
Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan---------—--

Keputusan RUPS, serta Peraturan Perundangan yang berlaku, untuk kepentingan-—-—-

Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, maka : -——-

a. = Dewan Komisaris berwenang untuk: 2

a.l. Memeriksa buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, —-—--

memeriksa kas untuk keperfuan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan--

memeriksa kekayaan Perseroan;

a.2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh————

Perseroan;

a.3. Meminta penjefasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala-

| persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
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a.6.

a.7l.

a.8.

a.9.

l b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk:

o

. b.2.

l b.3.

a.10.

| tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu.

a.ll.

al2.

a.13.

ad. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan--

oleh Direksi;

a.5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan —---—--

sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris; -----—-—
Mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Dewan Komisaris; ----

Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan -——--

Anggaran Dasar ini,
Membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite------

Pemantau Risiko dan komite-komite lain, jika dianggap perlu dengan ~---——-

memperhatikan kemampuan perusahaan;

Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu -—---

Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk —
jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini, ---—-— &

Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan dan/--—-
F ]

atau Kepala Satuan Pengawas Intern.

Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan—pandangan tei:hadap-

hal-hal yang dibicarakan;
Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak --—---------
bertentangan dengan Peraturan Perundangan, Anggaran Dasar, dan/atau-——

keputusan RUPS.

Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan ———-

Perseroan;

Memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran ---—-- _

Tahunan Perseroan serta rencana kerja lainnya yang disiapkan Direksi, ----—

sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan---

saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi -

kepengurusan Perseroan;
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b.4. Melaporkan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna apabila terjadi--—--

gejala menurunnya kinerja Perseroan;

b.5. Mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan --—----

melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan.

b.6. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan

Direksi serta menandatangani laporan tahunan.

b.7. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai —-—---

Laporan Tahunan, apabila diminta;

b.8. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya; —-----
b.9. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan Sahamnya dan/atau --

keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain;

b.10. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan —--—--

selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

b.11. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang -------

diminta Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan --—-—-

Peraturan Perundangan khususnya yang berlaku di bidang Pasar Modal. -—-

I b.12. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan——-

pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan -—--------

Perundangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.

l 3. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiép anggota Dewan Komisaris harus:---—--—--

a.

Mematuhi Anggaran Dasar dan Peraturan Perundangan serta prinsip-prinsip-—-—--

profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, S

pertanggungjawaban, serta kewaj aran,
Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung-jawab dalam menjalankan --
tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan——-

Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

} 4. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan —

dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Peraturan

Perundangan dan Anggaran Dasar.

P

Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng ----
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atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota --

Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.

\ b. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas Perseroan----
sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a pasal ini, apabila dapat membuktikan:
b.1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; ~~—--—--—-------—--

b.2. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, ---

dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan--

Emiten atau Perusahaan Publik

‘ b.3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak -

langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian; dan ------

‘ b.4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya --—-——--

kerugian tersebut.

Rapat Dewan Komisaris

Pasal 16 .
1. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam fapat Dewan Komisaris.-—-----——--

. »
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua)-=-

bulan.

3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling —--—

kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

4. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) -—-

atau beberapa anggota Dewan Komisaris atau Direksi, dengan menyebutkan hal-hal----

yang akan dibicarakan.

5. Per}nanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan oleh Komisaris Utama dan--—-
dalam hal Komisaris Utama berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada—-——
pihak manapun, pémanggilan rapat dilakukan oleh Wakil Komisaris Utama. Dalam hal
Wakil Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu -—---—--

dibukiikan kepada pihak manapun, maka pemanggiian rapat dilakukan oleh salah -———

seorang anggota Dewan Komisaris.
' 6. Apabila Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana—

\ tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga dan tidak ada Wakil Komisaris Utama,-----
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| 7

et D

10.

11.

maka rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan

dipilih dalam Rapat tersebut.

a. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan secara tertulis dan —-eesvemv
disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris --
dengan tanda terima yang memadai, atau dengan pos tercatat atau dengan jasa —
kurir atau dengan telex, faksimili atau surat elektronik (e-mail) paling lambat 5 ---
(lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal —---—-
panggilan dan tanggal rapat, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam --—--

keadaan mendesak.

b. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah

dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris yang diadakan —-—-

sebelumnya.

Panggilan Rapat Dewan Komisaris pada ayat 5 pasal ini harus mencantumkan acara,—
tanggal, waktu dan tempat rapat. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat ---—--——---_

kedudukan Perseroan atau ditempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia atau di--

tempat kegiatan usaha Perseroan.

Semua Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utéma
a. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Wakil ---; -------
Komisa_r_is Utama yang memimpin rapat Dewan Komisaris, atauAnggota Dewan -
Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama yang memimpin rapat Dewan -~
Komisaris apabila pada saat yang bersamaan Wakil Komisaris Utama tidak hadir

atau berhalangan, atau Anggo{a Dewan Komisaris yang ditunjuk_ pleh Wakil ~ewnme
Komisaris Utama yal;g memimph rapat Dewan Komisaris apabila pada saat ----—

yang bersamaan Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan dan tidak —--—--

melakukan penunjukan.
b. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Komisaris Utama, maka dalam hal-—-—-
Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Dewan Komisaris -——

dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh-----

Komisaris Utama.

Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Dewan -------
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Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisari bertindak -----
sebagai pimpinan rapat Dewan Komisaris. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan-—-
berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri dan atau diwakili oleh ---

lebih dari ¥ (setengah) jumlah anggota Dewan Komisaris.

. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota ----—-

Dewan Komisaris lebih dari satu orang, maka anggota Dewan Komisaris sebagaiana---

dimaksud pada ayat 11 pasal ini yang tertua dalam usia bertindak sebagai pimpinan --—

rapat.

. Dalam hal terdapat lebih dari satu usulan, maka dilakukan pemilihan ulang sehingga-—

salah satu usulan memperoleh suara lebih dari ¥ (satu per dua) bagian dari jumlah------

suara yang dikeluarkan. -

. Dalam Rapat Dewan Komisaris, setiap anggota Dewan Komisaris berhak------—------—

mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan I (satu) suara untuk setiap anggota Dewan -

Komisaris lain yang diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut. .

-~
yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suvara -

yang dikeluarkan dalam rapat.

. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa —— -

tanda tanigan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara---—

lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara ~---

terbanyak dari yang hadir.

. Keputusan Rapat Dewan ‘Komisaris harus diambi! berdasarkan musyawarah untuk -----

mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka-
keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat ---—

yang bersangkutan.

. a. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini wajib dituangkan —----

dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam-
rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh

anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota --
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Dewan Komisaris.
b.  Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini wajib dituangkan —-----
dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam-
rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh
anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir dan disampaikan —~-----

kepadé. seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.

¢.  Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang ——
tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 18 hurufa —

dan huruf b pasal ini yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara-—-

tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. ------—-————-
\ d. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 18 huruf a dan huruf b pasal ini-—

wajib didokumentasikan oleh Perseroan.

¢.  Risalah Rapat Dewan Komisaris merupakan bukti yang sah untuk para anggota-—
Dgwah Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil ~---

dalam Rapat yang bersangkutan.

i . -~
. 19. a. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan -

Rﬁpaf Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris --—-
telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani —

persetujuan tersebut.

l b. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama -

déngém keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. —---

. 20. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka--
anggota Dewan Komisaris dapat menghadiri rapat dengan melalui media———————-

telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya sesuai dengan---

ketentuan yang berlaku.
‘ 21. Setia]i anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara
langsdng maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suaty—-—-——

transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah —

satu pihaknya, harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Dewan ——-- |
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Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal------

yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Pasal 17
Direksi wajib menyusun Rencana Ketja dan Anggaran Tahunan Perseroan untuk---—----

setiap tahun buku, yang sekurang-kurangnya memuat:

a.  Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program -—---—-—--

kerja/kegiatan;

b.  Anggaran Perseroan yang dirinci atas setiap anggaran program ker] a’kegiatan; -—

c.  Proyeksi kevangan Perseroan dan anak perusahaannya; dan

d. Hal-hal lain yang memerlukan keputusan Dewan Komisaris.
Dewan Komisaris wﬁj ib menyusun program kerja Dewan Komisaris yang mehjadi —ia
bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan I;éfseroan -
yang disusun oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, —-—--——+
Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang telah ---------—--—
ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komis_a;ié'i:--
paling lambat 30 (tiga puluh) ha;i sebelum tahﬁn buku baru dimulai atau dalam waktu -

yang ditetapkan dalam Peraturan Perundangan yang berlaku, untuk mendapatkan ——- .

persetujuan Dewan Komisaris.

Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan disetujui oleh Dewan-—
Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan (tahu’ﬁ -—
anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang bersangkutan) atau ---
dalam waktu yang ditetapkan dalam Peraturan Perundangan yang berlaku, ----—-—-—-——
Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disampaikan -
oleh Direksi dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disetujui dalam-
kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 pasal ini, maka Rencana ---

Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun sebelumnya yang diberlakukan. --—--————-—

Tahun Buku dan Laporan Tahunan

Pasal 18

Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31
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(tiga puluh s;atu) Desember tahun yang sama. Pada akhir Desember tiap tabun, buku—

buku Perseroan ditutup.

Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan yang memuat sekurang-kurangnya: ——-—-

a. Ikhtisar data kevangan penting;

b. Informasi Saham (jika ada);

c. Laporan Direksi;

d. Laporan Dewan Komisaris;

e.  Profil Perseroan;

f.  Analisis dan pembahasan manajemen;

g.  Tatalkelola Perseroan;

h. Tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan;

i.  Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit;

j.  Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang ---—-—-—

tanggung jawab atas Laporan Tahunan. .
Dewan Komisaris wajib menyusun laporan mengenai tugas pengawasan yang telah —
dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau yang-—-—--

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan tahunan yang disusun oleh Direksi-

sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini.
Rancangan Laporan Tahunan tenﬁasuk laporan keuémgan yang telah diaudit oleh ——-
akuntan publik, yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disamgaikar}‘-'-_-‘ .

kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandﬁtangani sebelum disampaikan-—-- o
kepada RUPS Tahunan untuk meﬁdapatkan persetujuan dan pengesahan. —-——-——-——-
Laporan Tahunan sebagéimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini yang telah -—-—-
ditandatangarii oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris——
disampaikan oleh Direksi kepada RUPS Tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah-

tahun buku berakhir dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal terdapat anggota Direksi dan Dewan Xomisaris tidak menandatangani —-
laporan tahunan dimaksud harus disebutkan alasannya secara tertulis atau alasan -——--
tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan -

tahunan.
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Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak -———--
menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 pasal ini dan---—---
tidak memberi alasan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 6 pasal ini, —-----
maka yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan, —-—-~-—-———
Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan ———--------
sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, dilakukan oleh RUPS Tahunan paling -—
lambat pada akhir bulan ke 5 (lima) setelah tahun buku berakhir.

Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta ----

laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan laba --------—--

ditetapkan oleh RUPS Tahunan.

. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk laporan fugas pengawasan oleh Dewan-—-

Komisaris dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan
pelunasan dan pembebasan kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan-—--—-——
Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan sel.ar.’na tahun buku-¢
yang lalu, sejauh tindakan tersebut ternyata dalam laporan tahunan, termasuk laporan --

- »~
keuangan, laporan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta sesuaj dengan ~--—--

ketentuan yang berlaku.

‘ 12.

. Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 ——

pasal ini harus disediakan di kantor pusat Perseroan sejak tanggal pemanggilan sampai

dengan tanggal pelaksanaan RUPS Tahunan.
Perseroan wajib mengumumkan Laporan Keuangan termasuk Neraca dan Laporéfﬁ'---—-

Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut -

tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal.

Pelaporan

Pasal 19

2.

3.

Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan Rencana Kerja—

l dan Anggaran Perusahaan.

Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini meliputi laporan ---—-—---

1 triwulanan dan laporan tahunan.

Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, Direksi sewaktu --
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waktu dapai pula memberikan laporan khusus kepada Dewan Komisaris. «--s-memnsusn-
\ 4. Laporan berkala dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 3 --

pasal ini, disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara penyusunan sesuai dengan—-—-

ketentuan Peraturan Perundangan.—

5. Direksi wajib menyampaikan laporan triwulanan kepada Dewan Komisaris paling---—

lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode triwulanan tersebut, ««=ram-v------

Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 20

1. RUPS dalam Perseroan adalah:

a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

b. RUPS lainnya yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan

sebagaimana diatur dalam Pasal 22.

‘ 2. Yang dimaksud dengan RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti baik "RUPS” S

maupun “RUPS lainnya”, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

\ 3. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya. RUPS dapat---------=----

R »
diselenggarakan atas permintaan Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan-—

dalam ayat 4 pasal ini.

l 4. Permintaan Penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham.

a.r Penyelenggaraan RUPS dapatdilakukan atas permintaan :

a.l. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna

a.2. Permintaan seorang atau lebih Pemegang Saham vang baik sendiri ata Sl
bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jti'rhlah.-—-
seluruh Saham yang telah dikeluarkan Perseroan denga;n hak suara yang---
sah, dengan memeriﬁhi ketentuan Anggaran Dasar ini dan Peraturan —--—-

Perundangan.

l b. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada ayat 4 huruf a pasal ini diajukan kepada

Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.

c. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada ayat 4 huruf apasal ini harus:--—-——--

¢.l. Dilakukan dengan itikad baik;

c.2. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
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¢.3. Disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam---

\ RUPS;
c.4. Tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan dan Anggaran Dasar ----—-

Perseroan, dan

Usulan penyelenggaraan RUPS dari Pemegang Saham sebagaimana dimaksud --—-
pada ayat 4 huruf a pasal ini harus merupakan permintaan yang membutuhkan -
keputusan RUPS dan menurut penilaian Direksi telah memenuhi persyaratan-—--

dalam ayat 4 huruf ¢ pasal ini.

Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham dalam ---
jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal -—------—-
permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a---

pasal ini diterima Direksi.

Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud -
pada ayat 4 huruf e pasal ini, Pemegang Saham dapat mengajukan kembali -

permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris. ‘

. : »
Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang —--—-

Saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari tethitung sejak —---
tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS pada ayat 4 huruf f pasal ini diterima

Dewan Komisaris,

Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS -~
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf ¢ dan huruf g -—-

pasal ini, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan:

h.1. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Pemegang Saham -----------

sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a pasal ini; dan

h.2. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf h pasal ini dilakukan--—
dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya--——---
permintaan penyelenggaraan RUPS dari Pemegang Saham sebagaimana----—--—--—

dimaksud dalam ayat 4 huruf b dan huruf f pasal ini.

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf e, huruf g dan huruf h --—
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pasal ini paling kurang melalui:

j.1. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;-

j.2. Situs web Bursa Efek; dan

j3. Situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa lain yang ——

ditetapkan oleh Peraturan Perundangan. -

Dalam ha! pengumuman pada ayat 4 huruf j.3 pasal ini menggunakan bahasa--—--
selain bahasa Indonesia, maka pengumuman tersebut wajib memuat informasi ----
yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa---—-

Indonesia.

Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pengumuman pada ayat 4 —--
huruf j pasal ini, maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi

dalam Bahasa Indonesia.

Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf j.1 pasal ini beserta
salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam —
ayat 4 huruf b pasal iniwajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling -

lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman. o2 z

Dalarh hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana
dimaksud dalam ayat 4 buruf g pasal ini, Pemegang Saham sebagaimana --------- -
dimaksud dalam ayat 4 huruf a pasal ini dapat mengajukan permintaan-------——--
diselenggarakannya RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah—-—--

hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian-—

izin diselenggarakannya RUPS.
Pemegang Saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan T el —
menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf n pasal ini--—

wajib:

0.1. Melakukan pengumuman pemanggilan akan diselenggarakan RUPS,-———-

pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan-—--

‘sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
0.2. Melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan

' bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti—-——--s---~-
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- pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang diselenggarakan--—--

kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa —------

Keuangan.

0.3. Meiampirkan dokumen yang memuat nama Pemegang Saham serta jumlah--
kepemilikan Sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan---
pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan-—-—--
dalam pemberitahuan pada ayat 4 huruf 0.2 pasal ini kepada Otoritas Jasa---

Keuangan terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut.

\ p. Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a pasal ini wajib —-

tidak mengalihkan kepemilikan Sahamnya sebagaimana ditentukan dalamPasal---

10 ayat 9.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pasal 21

1. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan tiap tahun, setelah tahun buku berakhir sesuai -¢

ketentuan perundangan.

2. Dalam RUPS Tahunan :
a. Direksi menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19; -

b. Direksi wajib menyampaikan usulan penggunaan laba bersih Perseroan; jika --—--

Perseroan mempunyai laba positif;

c. Dilakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa -
Keuangan sebagaimana yang diusulkan oleh Dewan Komisaris, untuk t;lélakukan
audit atas Laporan Keué;ngan Perseroan tahun berjalan, termasuk audit-—-—-—----
pengendalian internal atas pelaporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku -—--

dari otoritas pasar modal di tempat Saham Perseroan terdaftar dan/atau ---——--—--

dicatatkan.

‘ d.  Direksi dapat mengajukan hal-hal lain demi kepentingan Perseroan sesuai dengan

ketentuan Anggaran Dasar ini.
‘ 3. Pefsetujuan {aporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan--—-
fugas péngawasan Dewan Komisaris yang dilakukan oleh RUPS, berarti memberikan --

pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi -
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dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang tclah dijalankan selama -
tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan -—
laporan keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana —-—--

lainnya.

RUPS Lainnya

Pasal 22

RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan —-

Perseroan.

--—eszmemeeeem—- Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan

dan Waktu Penyelenggaraan

RUPS

Pasal 23

1. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS, ————————

2. Tempat penyelenggaraan RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia, yaitu ,
‘ dapat diadakan di:

a. Tempat kedudukan Perseroan;

b. Tempat Perseroan melakukan kegiatém usaha utamanya;

c. Ibu kota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama——

Persercan; atau

d. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana Saham Perseroan dicatatkan. --—--
l 3. Direksi menyelenggarakan RUPS dengan didahului oleh pemberitahuan RUPS kepada™

Otoritas Jasa Keuangan, pengumuman RUPS dan pemanggilan RUPS sebagaimana --—

ditentukan dalam pasal ini.

‘ 4. Pemberitahuan RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan, dilakukan dengan ketentuan —

sebagai berikut :

a. Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada ~---eveu-
Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman --
RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. -—--——--meeev

| b. Mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a pasal ini wajib——

diungkapkan secara jelas dan rinci.
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Pengumuman RUPS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

5 huruf a pasal ini, paling kurang melalui:

Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada--—--
ayat 4 huruf bpasal ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara —
dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuanganpaling lambat pada saat pemanggilan ---

RUPS.

Ketentuan ayat 4 huruf a, huruf b dan huruf ¢ pasal ini mutatis mutandis berlaku--
untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham yang telah--
memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana

diméksud dalam Pasal 20 ayat 4 huruf o.

Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham --------
paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak -—
memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan. ——--—--—s---—
Pengumuman RUPS pada ayat 5 huruf a pasal ini paling kurang memuat; ————
b.1. Ketentuan Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS; -~ew-vmnmmmemmmmoy .

b.2. Ketentuan Pemegang Saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS; ---

»

b.3. Tanggal penyelenggaraan RUPS; dan

5.4. 'fanggal pemanggilan RUPS. —

Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan Pemegang Saham -—-—-—---—--
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 4 huruf a, selain memuat hal yang—
disebut pada ayat 5 huruf b pasal ini, pengumuman RUPS sebagaimana ——--------
dimaksud pada ayat 5 huruf a pasal ini, waj ib'metﬁuat informasi bahw: R

Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari Pemegang--—

Saham.

Pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat-

d.1. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; -

d.2. Situs web Bursa Efek; dan
d.3. Situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa lain yang —--—-

ditetapkan oleh Peraturan Perundangan yang berlaku.

Dalam hal pengumuman pada ayat 5 huruf d.3 pasal ini menggunakan bahasa-----
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’ 6. Usulan mata acara rapat dapat diajukan olech Pemegang Saham dengan ketentuan ---—--

sebagai berikut:

a.

selain bahasa Indonesia, maka pengumuman tersebut wajib memuat informasi ----
yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa----

Indonesia

Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pengumuman pada ayat 5 -----
huruf e pasal ini, maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi

dalam Bahasa Indonesia

Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf d.1 pasal ini

wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 {dua) hari -—-

kerja setelah pengumuman RUPS.
Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan Pemegang Saham, ---—-----un--
penyampaian bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5-----—-

huruf g pasal ini disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 4.
Pengumuman RUPS, untuk memutuskan transaksi yang mengandﬁng benturan -
kepéntingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Moda_l.;------—--------—--
Ketentuan ayat 5 huruf a sanipai dengan g pasal ini mutatis mutandis berlaku---%--
untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Sahar;i yang telah ---
memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 ayat 4 huruf o.

Pemegang Saham dapat mengusulkan mata acara Rapat secara tertulis kepada-----
Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS, ~-m-mmmmmemm -
Pemegang Saham yang ‘daiJat mengusulkan mata acara Rapat sebagaimana-—-—--

dimaksud pada ayat 6 huruf a pasal ini adalah:

b.1. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;
b.2. 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua ------—

puluh) atau lebih dari jumlah seluruh Saham yang telah dikeluarkan---—--—-——

Perseroan dengan hak suara yang sah.

Usulan mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a pasal ini, —
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] 7. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut;

a.

harus:

c.1. Dilakukan dengan itikad baik;

¢.2. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
¢.3. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dap——-———-——-

c.4. Tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan.

Usulan mata acara rapat dari Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat
6 huruf a pasal ini merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS, --
dan menurut penilaian Direksi telah memenuhi persyaratan dalam ayat 6 huruf ¢ -

pasal ini.

Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari Pemegang Saham -—

sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a pasal ini dalam mata acara Rapat ------

yang dimuat dalam pemanggilan.

Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada Pemegang Saham paling lambat

21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal -

»

pemanggilan dan tanggal RUPS.

Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf a pasal ini paling --

kurang memuat informasi:

b.1. Tanggal penyelenggaraan RUPS;

b.2. Waktu penyelenggaraan RUPS;

b.3. Tempat penyelenggaraan RUPS;
b.4. Ketentuan Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RU?S; -------------
b.5. Mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan-----
b.6. Informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi--—-—--

Pemegang Saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai ---

dengan RUPS diselenggarakan.

Pemanggilan RUPS kepada Pemegang Saham sebagaimana dimaksud ayat 7 --~---

huruf a pasal ini paling kurang melalui:

c.1. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; -

c.2. Situs web Bursa Efek; dan
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¢.3. Situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa lain yang ------

ditetapkan oleh Peraturan Perundangan yang berlaku.

1 ¢.4. Dalam hal pengumuman pada ayat 7 huruf ¢.3 pasal ini menggunakan -——
bahasa selain bahasa Indonesia, maka pengumuman tersebut wajib memuat -
informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang--——-——-—--

menggunakan Bahasa Indonesia.

¢.5. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pengumuman pada ayat -
7 huruf ¢.4 pasal ini, maka informasi yang digunakan scbagai acuan adalah--

informasi dalam Bahasa Indonesia.

Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf ¢.1 pasal ini -

wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari ---—-

kerja setelah pemanggilan RUPS.

Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan transaksi yang berbenturan kepentingan,

dilakukan dengan mengikuti peraturan di bidang Pasar Modal. -
Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, Pemanggilan harus-
dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan .
dalam Anggaran Dasar ini, dengan memperhatikan peratt;ran Pasar Modal. ------—~
Ketentuan ayat 7 huruf a2 sampai dengan huruf f pasal ini mutatis mutandis-—-—--

berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham yang -

telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS -

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 4 huruf o. T

. 8. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: --——-——-——--

a.

N

Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jaﬁgka waktu paling lambat 7 (tujuh)

l hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan.

Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah «--—--
diléngsungk'an dan tidak mencapai kuorum kehadiran.Ketentuan ini berlaku ~-—--
tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan Peraturan Perundangan lainnya --—-—
serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana Saham Perseroan dicatatkan. ——---

RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari—

dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan.
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1 d. Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS sebagaimana----------
dimaksud dalam ayat 7 huruf ¢ sampai dengan huruf f dan ayat 11 pasal inj--------

mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua.

‘ 9. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-—----rem-eemmen-ev

a. Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas---

‘ Jasa Keuangan.

‘ b. Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah —— -

‘ dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.

‘ 10. Bahan mata acara rapat diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi Pemegang Saham. —--—-
b. Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf a pasal ini —-

wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan--—--

penyelenggaraan RUPS.

c. Dalam hal ketentuan Peraturan Perundangan lain mengatur kewajiban-----—---——- 5

dimaksud pada ayat 10 huruf b pasal ini, penyediaan bahan mata acara fapa e
dimaksud fmengikuti ketentuan Peraturan Perundangan lain tersebut. --:——'—:;--—--
l d. PBahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf -
b pasal ini dapaf berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen ~----—-

elektronik.

e. Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf d pasal ini -——--

diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh-

Pemegang Saham.

] £ Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf d pasal —

ini dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.
l g.  Pada saat pelaksanaan RUPS, Pemegang Saham berhak memperoleh informasi -—

mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan-

dengan kepentingan Perseroan .

I 11. Ralat Pemanggilan RUPS dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : -------—--

a.  Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan -—
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informasi éalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana «—--—--—--

dimakSud dalam ayat 7 huraf b pasal ini
Dalam hal ralat pemanggilaﬁ RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 11 huruf a-
pasal ini memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS --------
dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan -—---—--—-

pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur -——--

dalam ayat 7 pasal ini.
Ketenfuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana-—--———
dimaksud pada ayat 11 huruf b pasal ini tidak berlaku aﬁabila ralat pemanggilan--
RUPS mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau ——-——
penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan.-------
Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan kesalahan Perseroan sébéigaimana -
dimaksud pada ayat 11 l{umf ¢ pasal ini disampaikan kepada Otoritas Jasé -------

Keuangan pada hari yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan. e

[ 3

. Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan RUPS sebagaimana ----—--

dimaksud dalam ayat 7 huruf b, huruf ¢ dan huruf d pasal ini, mutatis mutandig™--
berlaku untuk media ralat pemanggilan RUPS dan penyampaian bukti ralat -—--—-
pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 11 huruf a pasal ini, --------

Pimpinan, Tata Tertib dan Risalah RUPS

Pasal 24

I 1. RUPS dipimpin oleh Pimpinan RUPS dengan ketentuan sebagai berikut :---------------—-

N

a.

Pimpinan RUPS adalah anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan-—-

Komisaris.
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, --
maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh--—--

Direksi. -

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir -—-
atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dan huruf b—
pasal ini, RUPS dipimpin oleh Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS yang---

ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
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Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris----—---
untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara ——
yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan --

Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk—

oleh Dewan Komisaris.
Dalélm hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, --
RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. ——--
Dalﬁm hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk -------------
memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan ---

diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak --—-—-

meimpunyai benturan kepentingan.
Dalém hal semua anggota Direksi mempunyai benturanjkeprentihgan, RUPS —-----
dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham bukan pengendali yang dipilih-—--
oleﬁ mayoritas Pemegang Saham lainnya yang hadir dalam RUPS. ——-———-—;
Pilﬁpman RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan -——--——-
»

wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut dan/atau meminta agarg-:sura -—

kuasa untuk mewakili Pemegang Saham diperlihatkan kepadanya. ------—-—--------

l 2. Perseroan wajib melakukan RUPS dengan tata tertib sebagai berikut : ---=verr-mseeoeeeemv

a.

Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada Pemegang

Saﬁam yang hadir.
Pokok—pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a pasal--

ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.

Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan —-—

keiﬁada Pemegang Saham paling kurang mengenai:

¢.1. Kondisi umum Perseroan secara singkat;

¢.2. Mata acara rapat;

c.3. Meckanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat;dan -—--—-—-—

c.4. Tata cara penggunaan Hak Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan--

j ‘ dan/atau pendapat.

I 3. Persero%m wajib membuat Risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut ; -——---us--
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Risalah RUPS dibuat dalam bahasa Indonesia. Risalah RUPS tersebut menjadi—
bukti yang sah terhadap semua Pemegang Saham dan pibak ketiga tentang---------

keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.

Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling ---

sedikit 1 (satu) orang Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta-——--

RUPS.
Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf'b pasal ini tidak ~-~-------
disyaratkan apabila risalah RUPS terscbut dibuat dalam bentuk akia berita acara--

RUPS yang dibuat oleh Notaris.

Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a dan huruf b pasal ini -
wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) -

hari setelah RUPS diselenggarakan. =

- Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3

huruf d pasal ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan--

paling lambat pada hari kerja berikutnya.
Perseroan wajib membuat Ringkasan Risalah RUPS dengan ketentuan sebagai-f-
berikut ringkasan risalah RUPS wajib memuat informasi paling kurang: —;---——--
f.1. Tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan --

mata acara RUPS;

£2. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat ---——-

| RUPS;

£3. Jumlah Saham dengan Hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan --

persentasenya dari jumlah seluruh Saham yang mempunyai Hak suara yang -

sah;
| f.4. Ada tidaknya pemberian kesempatan kepada Pemegang Saham untuk —-——--
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara ---

| rapat;

] £5. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau ---—----—-—--
‘memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika Pemegang Saham diberi-

kesempatan;
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f.6. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
£.7. Hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan
‘abstakin (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika-~—--— —
‘pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara; ~ee-w----ss-s-=

f.8. Keputusan RUPS; dan

£9. Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada Pemegang Saham yang-——--
berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen-----

tunai.

Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a pasal ini-----

waj ib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui:

g.1. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional; -—--—

g.2. Situs web Bursa Efek; dan

g.3. Situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa lain yang —--—

I ditetapkan oleh Peraturan Perundangan yang berlaku.

L3

Dalam hal pengumuman pada ayat 4 huruf b.3 pasal ini menggunakan bahasa-----
. - .

selain bahasa Indonesia, maka pengumuman tersebut wajib memuat informasi —

yang sama dengan informasi dalam pengun{uman yang menggunakan Bahasa---—

Indonesia.

Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pengumuman pada ayat 4 -—-

huruf ¢ pasal ini, maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi

dalam Bahasa Indonesia.

Pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf--
b pasal ini wajib dismumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja-

setelah RUPS diselenggarakan.

Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4

huruf b.1 pasal ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling —--

lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan. —
Ketentuan ayat 3 huruf d dan huruf e serta ayat 4 huruf b, huruf e, dan huruf f-----

pasal ini, mutatis mutandis berlaku untuk:

1.1. Penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan atas risalah RUPS dan--—-----—--
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ringkasan risalah RUPS yang diumumkan; dan

\ 1.2. Pengumuman ringkasan risalah RUPS, dari penyélenggaraan RUPS oleh -~
Pemegang Saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk--—--
menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 4--——-

huruf o.

1 Kuorum, Hak Suara dan Keputusan dalam RUPS

- Pasal 25

1. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan-—--———

keputusan RUPS terhadap hal-hal yang harus diputuskan dalam Rapat dilakukan -—---—-

dengan mengikuti ketentuan:
a.  Dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (s?tu per dua)-—----
bagian dari jumiah seluruh Saham dengan Hak suara yang sah dan keputusan -----
adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian da'-ri jumlah -
seluruh Saham dengan Hak suara yang hadir dalam Rapat, kecuali Undang —---—-

L[]

Undang dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan Terbuka menentukan jumlah------—-

kuofum yang lebih besar =
b. Dalam hal kuorum ke_hadirén sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat 1 pasal--
ini tidak tercapai, maka Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil --—-----—-
keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili -
paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh Saham dengan Hak—--
suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu —
per dua) bagian dari jumlah seluruh Sahani dengan Hak suara yang hadir dalam —
Rapat, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar Perusahaan Terbuka -—--

menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada -----
ayat 1 huruf b pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ---—--
ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh-—
Pemegang Saham dari Saham dengan Hak suara yang sah dalam kuorum-—-—-—
kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ---

atas permohonan Perseroan.
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i. RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan—-

utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah-

- kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu

i

sama lain maupun tidak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

Rapat harus dihadiri oleh Pemegang Saham lainnya yang mewakili paling sedikit
3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seiuruh Saham dengan Hak suara yang----
sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) -
bagian dari jumlah seluruh Saham dengan Hak suara yang hadir dalam Rapat;-—--
Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf a pasal--
ini tidak tercapai, maka dalam Rapat kedua adalah sah apabila dihadiri oleh --—--
Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari -
jumlah seluruh Saham dengan Hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika-

disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga pérempat) bagian dari jumlah seluruh Sahém —

dengan Hak suara yang hadir dalam Rapat; dan ' ——
Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud ayati—-;-
huruf b pasal ini tidak tercapai, RUPS keftiga dapat diadakan dengan }_cetentuan:—
RUPS ketiga sah dan berhak méngambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang--

Saham dari Saham dengan Hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan --—--

kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas «-s------=---

permohonan Perseroan.

RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan--

Pemegang Saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah ——--
memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh -------—-
Pemegang Saham Independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan; ------
RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 --
(satu perdua) bagian dari jumlah seluruh Saham dengan Hak suara yang sah yang
dimiliki oleh Pemegang Saham Independendan keputusan adalah sah jika -«-------
disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu---

perdua) bagian dari jumlah seluruh Saham dengan Hak suara yang sah yang ~-—--
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dimiiiiki oleh Pemegang Saham Independen;
Dal p1n hal kziorum sebagz;i'mana dimaksud dalam ayat 3 huruf bpasal ini tidak ----
tercjé;ﬁa.i_, maka dalam Rapat kcdtla, keputusan sah apabila dihadizi oleh I
Penjlegang Saham independen yang mewakili Jebih dari 1/2 (satu perdua) bagian -
daﬁjumlah seluruh Saham dengan Hak suara yang sah yang dimiliki oleh—--s--emr
Pemegang Saham Independen dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua)-—---
bagian dari jumiah seluruh Saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham --—--—---

Independen yang hadir dalam Rapat; dan

Dalam hat kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada —--
avaft 3 huruf ¢ pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan —-----
ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dlhadm oleh---
Pemegang Saham Independen dari Saham dengan Hak suara yang sah, dalam e

kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan

Perseroan.
Kebutusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham -—-——---
Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) Saham yang ---+--

d1m111k1 oleh Pemegang Saham Independen yang hadir.

RUPS untuk melakukan perubahan Direksi, perubah.m Dewan Komisaris, perubahan--

Anggargn Dasar yang tidak memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Azazi --

Manusié, Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dan atau Peningkatan modal ditempatkaﬁ-

dan disétor dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

Rapat harus dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para —-——w----
Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama—-
sama mewakili lebih dari 1/2 (safu per dua) bagian dari jumiah seluruh Saham ----
dcﬁgan Hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh Pemegang Sabam Seri —
A ?Dwiwama dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka —
yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari---
jumlah seluruh Saham dengan Hak suara yang hadir dalam Rapat.--—--;-—--‘u--»—-
Délam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a pasal-—

ini tidak tercapai, maka dalam Rapat kedua adalah sah apabila dihadiri oleh para -
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pemej:g;mg Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil---
wakil rinereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/3 (satu per
tiga)% bégian dari jumlah selumh Saham dengan Hak suara yang sah dan ——----—--
kepdtufsan harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para—-—-
Pemfegiang Saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama---

sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh Saham —

dengan Hak suara yang hadir dalam Rapat.
c. Dalajm; hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud ayat 4--—
huruf b pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan--—-
RUI;’S;ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang--
Sahém dari Saham dengan Hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan -----
kuonfullﬁ keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas -—---—-—-— -

per:hohonan Perseroan, dengan ketentuan harus dihadiri dan disetujui oleh--——--

Peniegang Saham Seri A Dwiwarna. _ "

RUPS uﬁtuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan--—--

persetujuaﬁ Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, dilakukan dengan ketentuan-—--

sebagai Ber'ikut:
a. Perﬁb;han Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh Pemegang-
Saham Seri A Dwiwama dan para Pemegang Saham l‘ainnya dan/atan wakil -~-—--
wakil mereka ygng sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua_.;;er--
tiga) bagian dari jumlah seluruh Saham dengan Hak suara jang sah dan -----—-—-
keputl;Jsan harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para---—-

Pemeéang Sahain lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama---

sama ﬁewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh Saham—-

deﬁga;n Hak suara yang hadir dalam Rapat.
b. Dal;am hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 5 huruf a -
pw%l ini tidak tercapai, maka dalam Rapat kedua adalah sah apabila dihadiri oleh
Perjne:gang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atan-

wakil-wakil mereka yang mewakilipaling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari-—

jumla:h seluruh Saham dengan Hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh --
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Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau-
wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili sedikit-dikitnya lebih

dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumnlah seluruh Saham dengan Hak suara yang-

hadir dalam Rapat.
Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud ayat 5--—-
huruf b pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan——
RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang -
Saham dari Saham dengan Hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan «w..--
Kkuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas --—-——-——

permohonan Perseroan, dengan ketentuan harus dihadiri dan disetujui oleh---------

Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Dengan mengindahkan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku, maka -——---—-

Perseroan dinyatakan pailit, dan Pembubaran hanya dapat dilakukan berdasarkan --——--
keputusan RUPS, dengan kefentuan sebagai berikut:

a.

Penggabungari; Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan, pengajuan permohonan agar ~

Dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham L
lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama—sérﬂa mewakili--—--
paling sedikit 3/4 (‘giga per empat) bagian dari jumlah seluruh Saham dengan Hak
suara yang sah dan keputusan harus disetujui oléh Pemegang Saham Seri A-n----;
Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang

sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 3;’4 (tiga per empaf) “l;éi"gian dari--
jumla;h seluruh Sahém dengan Hak suara yang hadir dalam RUPS. —-——--e-mmm-
Dalam hal kuorum kehadiran sebaé'aimana dimaksud dalam ayat 6 huruf a pasal—
ini tidak tercapai, maka dalam R;lpat kedua adalah sah apabila dihadiri oleh ——---
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau -

wakil-wakil mereka yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari-—

- jumlah seluruh Saham dengan Hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh -

Pemégang Saham Seri A Dwiwarna dan disetujui oleh para Pemegang Saham-----
laimiya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili--—-

lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh Saham dengan Hak -—-
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suara yang hadir dalam RUPS.
¢. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua scbagaimana dimaksud ayat 6----
huruf b pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan——
RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang--
Saham dari Saham dengan Hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan --—-
kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas -———------—

permohonan Perseroan, dengan ketentuan harus dihadiri dan disetujui oleh--—----

Pemegang Saham Seri A Dwiwama.
Yang berhak hadir dalam RUPS adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat ------
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal-—--—-——--—

pemanggilan RUPS dengan memperhatikan Peraturan Perundangan dan ketentuan ---—

Bursa Efek di tempat di mana Saham Perseroan dicatatkan.
Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 11 -
huruf a, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah Pemegang Saham —

yang namanya tercatat dalam daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja-----
-

sebelum ralat pemanggilan RUPS.

Pemegang Saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan kuasa berhak menghadiri-

RUPS, dengan memperhatikan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Dalam Rapat tiap Saham memberikan Hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1--

(satu) suara.
Pemegang Saham dengan Hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak ~---mmmmrrem—-

mengeluarkan suara (abstain) dianggap lmengeluarkan suara yang sama.dengan suara --

mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku --—-
untuk seluruh Saham yang dimilikinya dan Pemegang Saham tidak berhak —-------———
memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah Saham
yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Ketentuan tersebut dikecualikan bagi: -—
a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili --—--—--—

nasabah-nasabahnya pemilik Saham Perseroan.

b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya. -——
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Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan boleh bertindak

selaku kuasa dalam Rapat, namun dalam pernungutan suara anggota Direksi, anggota -~

Dewan Komisaris, dan/atau karyawan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai -

kuasa dari Plemegang Saham.

Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan -—

\ lain.

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
Dalam ha! keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka-—--

keputusan diambil berdasarkan suara setuju sebagaimana ditentukan dalam Anggaran -

Dasar ini.
Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat --

16 pasal ini wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan .;l:(uorum kehadiran dan -

kuorum keputusan RUPS.

Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait--—--

1
dengan mata acara RUPS.

Penggunaaan Laba

Pasal 26

|

Penggunaan laba bersih termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan kerugian ~-—---—

diputuskan oleh RUPS Tahunan,

Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS Tahunan mengenai penggunaan laba--—

bersih yang belum dibagi yang tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang
diajukan uintuk mendqpatkm persetujuan RUPS Tahunan, dalam usul mana dapat—--—-
dinyatakan berapa laba bersih yang belum dibagi tersebut yang dapat disisihkan untuk
dana cadangan serta usul mengenai bésarnya jumla-h dividen kepada Pemegang-—-——
Saham, at!au pembagian lain seperti tansiem (tantiem) untuk anggota Direksi dan-—-—--

anggota Dewan Komisaris, bonus untuk pegawai, cadangan dana sosial dan lain-lain—-

yang mungkin dibagikan, satu dan lain dengan tidak mengurangi Hak dari RUPS ——--

untuk memutuskan lain.

Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana ————

. dimaksud pada ayat | pasal ini dibagikan kepada Pemegang Saham sebagai dividen —
|
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kecuali ditentukan lain oleh RUPS.

4. a. Dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan-——-—--
berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUFPS Tahunan, dalam keputusan-—-
mana juga harus ditentukan waktu, cara pembayaran dan bentuk dividen dengan—

memperhatikan ketentuan Peraturan Peruncangan yang berlaku di bidang Pasar---

Modal, serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana Saham Perseroan dicatatkan.

‘ b.  Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, -----
Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada Pemegang——-

Saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya---—

ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. -———-—--v---

c.  Dividen untuk Saham dibayarkan kepada orang atas nama siapa Saham itu-—-:----

tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, pada tanggal yang ditentukan oleh -

RUPS Tahunan yang memutuskan mengenai pembagian dividen.'— -----------------

d.  Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada Pemegang Saham. —-—-

&

. 5.  Selain penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, RUPS-~--

-~

dapat menetapkan penggunaan laba bersih untuk pembagian lain seperti tansiem-—-----

untuk Direksi, Dewan Komisaris, dan bonus untuk karyawan.

i 6. Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini hanya boleh dibagikan apabila --

Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
. 7. Penggunaz{n laba bersih untuk tansiem dan bonus, dilakukan sepanjang tidak-----—----
dianggarkan dan tidak diperhitungkan sebagai biaya dalam tahun berjalan. ----:_-_,'-.;r:——;-
' 8. Dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal —-------

ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan dalam dana cadangan yang

khusus diperuntukkan untuk itu.
l 9. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh Pemegang Saham ---
yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat------

diterima oleh Direksi Perseroan dengan syarat pengambilannya tidak secara sekaligus -

dan dengan membayar biaya administrasi yang ditetapkan Direksi.

l 10. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus pada ayat 8 pasal ini dan-------

tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan. -—--
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|i 11. Perseroan dapa* membagikan d1v1den interim sebelum tahun buko Perseroan berakhir -
apabila d;m,_mta Qleh Pemegang Saham vang mewakili paling sedikit 1/ 10 (satu per--—-

. sgpu!yh) :ba:gian dari Saham yang telah dikeluarkan, dengan memperhatikan proy reksi -

perolehan laba dan kemampuan keuangan Perseroan.

\ 12. Pr.,mbagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi setelah——

mempermeh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ayat 10 pasal ini. -

1 13. Dalam Lle setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen
interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada —----—
Persercan. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng-

atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan -----

dividen interim pada ayat 11 pasal ini.

Penggunaan Dana Cadangan

Pasal 27

i. Perseroan membentuk cadangan wajib dan cadangan lainnya.

*

2. Penyisihén {aba bersih untuk cadangan pada ayat 1 pasal ini berlaku apabila Perscroan

~

mempunﬂ(ai saldo laba yang positif.
3. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh RﬁPS dengan -
mengindéhkan Peraturan Perundangé;l yang berlaku. Penyisihan laba bersih untuk------
cadangan wajib pada ayat 1 pasal ini ditakukan sampai cadangan tersebut mencapai—--

paling sedikit 20% (duaputuh persen) dari jumiah modal yang ditempatkan dan-—--—--—--

disetor.

‘ 2. Cadangan wajib pada ayat 1pasal iniyang belum mencapai jumiah sebagaimz;na ————— -

dimaksud pada ayat 3 pasal inihanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugiamn ——--

Perseroan yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lainnya.
\ 3. Apabila dana cadangan wajib pada ayat 1 pasal i ini telah melebihi jumlah 20% (dua ---
puluh persen) tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar kelebihan dari dana —----

cadangan tersebut digunakan bagi keperluan Perseroan. -

‘ 4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh --—

laba, gléngan cara yang dianggap baik oleh PDireksi dan dengan memperhatikan -—-----——

Peratufan Perundangan yang berlaku.

e e e
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Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan dalam perhitungan laba rugi. -

Perubahan Anggaran Dasar

Pasal 28

Perubahan Anggaran Dasar harus memperhatikan UUPT dan/atau peraturan Pasar------

PerubahanéAnggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana------

Acara menigenai perubahan Anggaran Dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam----

Ketentuané Anggaran Dasar yang menyangkut nama, tempat kedudukan Perseroan,---
maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya -------
modal dasar pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan status Perseroan--
tertutup menjadl Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetu_man dar1 -
Menteri Hykum dan Hak Azazi Manusia sebagaimana dimaksud dalam UUPT. -—-—+
Perubahanf Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat -

-

4 pasal i‘niicukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Azazi Manus_ief-—------

Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada —
semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian -——
berbahasaiIndonesia yang terbit dan atau beredar secara luas di tempat kedudukan ------

Perseroan. palmg lambat 7 (tuj uh) hari sejak tanggal keputusan RUPS tentang et

Pasal 29

1. Peng:gabungan, Peleburan dan Pengambilalihan, dan Pemisahan ditetapkan oleh -

RUPS ‘deingan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 ayat 6. -«----m----m-m-—

5.
1.
Modal.
2.
tercantum (;ialam Pasal 25 ayat 4 dan ayat 5.
3. ‘
pemanggilén RUPS.
4,
B
dengan mefmperhatikan ketentuan dalam UUPT.
B
pengurangan modal térsebut.
2

Ketentuaril lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan--—--

Pemisahain adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundangan yang berlaku-

khususﬂy%a peraturan dibidang Pasar Modal.

k R Pe@bubamn, Likuidasi dan Berakhirnya Status Badan Hukum —-—-—--—-
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Pasal 30

1. Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan --—-——— -

ketentuan sebagai tercantum dalam Pasal 25 ayat 6.
l 2. Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau dinyatakan bubar -

berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.-—--

l 3. Likuidat@r bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya --—

v atas likuicj:lasi Perseroan yang dilakukan.
B l 4. Likuidatdr wajib memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Azazi Manusia dan--—-
mengumfamkan hasil akhir proses likuidasi dalam surat kabar setelah RUPS---n-rm——-==

memberikan pelunasan dan pembebasan kepada Likuidator atau setelah Pengadilan ----

vang mengangkat likuidator tersebut menerima pertanggungjawaban.
( 5. Ketentuan mengenai pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum —

Perseroz{n adalah dengan memperhatikan Peraturan Perundangan yang berlaku, ---—--

khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.

Domisili Pemegang Saham

Pasal 31 S SR

- Untuk hal-hal mengenai Pemegang Saham yang berkaitan gléngaq_Perseroan, para -———-==-=n--

Pemegang Saham dianggap bertempét tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam —-----

Buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 9.

Ketentuan-Ketentuan Penutup

Pasal 32

Segala sesuﬁm yafi'g tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar mengikuti--
UUPT, pereimran Pasar Modal dan Peraturan Perundangan lainnya dan/atau diputus dalam--

RUPS dengén memperhatikan Peraturan Perundangan.

Direksi dan

baik bersama-sama, maupusn sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini-
kepada pihak lain, dengan ini dikuasakan untuk mengajukan Pemberitahuan Perubahan-----
Data Persejroan Persercan kepada pihak yang berwenang, menghadap dimana saja yang -—-

diperlukan; memberikan keterangan-keterangan, membuat, suruh membuat dan------—------

menandatangani segala surat yang diperlukan dan pada umumnya menjalankan segala -----

e
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tindakan yang diharuskan serta dianggap perlu dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal--—

tersebut, tanpa ada yang dikecualikannya.

_Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas penghadap sesuai —

tanda pengenal|yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab «-----------—--

sepenubnya atas hal tersebut dan selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti --
|

dan memahami isi akta ini.

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris dari identitas yang diperlihatkan kepada saya, -

Notaris.

-Dari segala apa yang tersebut di atas, dibuatlah :

AKTA INI

-Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal

seperti tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh :
=

L.

keduanya Asisten Notaris, sebagai saksi-saksi.
|

“Nyonya INDAH FATMAWATI, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal ---—--—-
|

28_07-19i59 (dua puluh delapan Juli tahun seribu sembilan ratus lima pu!ph sembilan),‘

| ‘
VI K/4, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan

Tebet, _
-Pemega}ng Nomor Induk Kependudukan : 317401 680759000 1, yang masa-——--------=-

| .
berlakunya akan berakhir pada tanggal 28-07-2017 (dua puluh delapan Juli tahun dua -

ribu tuju|h belas).

-NyonyalI DIYAH SUWAT]I, lahir di Solo, pada tanggal 26-10-1964 (dua puluh enam -

Oktober!seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, —-------—-
bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Talas 1I, Pondok Cabe lir, Rukun Tetangga 02,-

Rukun Wérga 01, Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang, —---—-————-

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 367406610640002, yang masa berlakunya -

i
hingga tanggal 26-10-2017 (dua puluh enam Oktober tahun dua ribu tujuh belas).——-

-Untuk sementara berada di Jakarta.
L

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi,«---

|
|
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maka dengan %‘,Ezgera ditandatanganilah akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, --

Notaris.

|
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.

Asli akta ini tje ah ditandatangani dengan sebagaimana mestinya.

DIljBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

Notaris di Jakarta -
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